43259.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAMAMAGISTER (TAPM)

- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK
5 (KTR) SESUAI PERATURAN DAERAH '
| KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2012
PADA PEROKOK PEMULA
(Fenomena Perokok Pemula di Pondok Pesantren)

| S TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi
Bidang Minat Adminitrasi Publik

Disusun Oleh:

| BENI ASTIYANI
* NIM. 500641396

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2017

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43259.pdf

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19
TAHUN 2012 PADA PEROKOK PEMULA
(FenomenaPerokokPemula di PondokPesantren)

BeniAstiyani
beniastivani@gmail.com

Program PascaSarjana
Universitas Terbuka

Tujuan penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 tahun
2012 pada perokok pemula dengan model implementasi Edward III meliputi
aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode
penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan
fenomenologis. Untuk memotret kondisi perokok pemula dipilih lokasi pondok
pesantren sebagai salah satu area kawasan tanpa rokok yang erat kaitannya dengan
perokok pemula. Pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam kepada
subyek penelitian yaitu Dinas Kesehatan, Satpol PP, DPRD, AMPAR. Sedangkan
sebagai informan terkait perokok pemula yaitu santri pondok pesantren dan
pengurusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) komunikasi yang
dilakukan oleh implementor kota kepada pimpinan pondok pesantren dan santri
terkait KTR kurang efektif (2) lemahnya komitmen dan keteladana nsikap di level
pimpinan daerah dan pondok pesantren, (3) keterbatasan staf pelaksana dan
anggaran serta keberadaan smoking area kurang memenuhi standar, (4) belum ada
struktur birokrasi dan Standar Operasional Prosedur khusus dalam implementasi
KTR pada perokok pemula. Oleh karena itu, perlu peningkatan sosialisasi
mengenai kawasan tanpa rokok dan bahaya rokok langsung kepada anak/remaja
melalui penyuluhan langsung dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana
meningkatkan pengetahuan anak/remaja; meningkatkan koordinasi dengan
pimpinan lembaga, dalam hal ini pengasuh pondok pesantren sebagai upaya
umpan balik atas informasi yang telah disampaikan mengenai ketentuan
pelaksanaan kawasan tanpa rokok di lembaga pendidikan;meningkatkan
komitmen pimpinan daerah dalam mendukung implementasi kebijakan kawasan
tanpa rokok; dan perlunya regulasi khusus yang mengatur perokok pemula

Kata kunci :implementasi kebijakan, kawasan tanpa rokok, perokok pemula.
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ABSTRACT

| IMPLEMENT .ATION OFNON-SMOKING AREA POLICY (KTR)
' ACCORDING TO THE REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN
CITY NUMBER 19 OF2012 RELATED NEW SMOKER
(The Phenomenon of New Smoker at Boarding School)

' BeniAstiyani
beniastiyani@gmail.com

Graduate Programme
Open University

The purpose of this research is analyzing the implementation of Non- Smoking
Area Policy (KTR) in accordance with Regional Regulation of Pekalongan City
No. 19 of 2012 related to new smoker with Edward III implementation model
covering communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The
research method used is descriptive qualitative with phenomenological approach.
To show the condition of new smokers selected the location of boarding school as
one area of non-smoking area are closely related to new smokers. Primary data
: collection with in-depth interviews to research subjects ie Public Health Service,

’ : Satpol PP, DPRD, AMPAR. Meanwhile, as informants related to new smokers are
} P santri boarding school and their administrators.The result of the research shows
that (1) the communication done by the city implementor to the leader of

pesantren and santri related to KTR is less effective (2) lowness commitment and

’ . exemplary attitude at the level of regional leadership and boarding school, (3) the

limitations of the implementing staff and budget and the existence of smoking
areas is under standards, (4) There is no bureaucratic structure and Standard
| Operating Procedures specially in the implementation of KTR in new
‘ smokers. Therefore, it is necessary to increase the socialization of non-smoking
areas and the direct danger of cigarette to children / adolescents through direct
counseling and utilization of social media as a means of increasing the knowledge
of children / adolescents; improve coordination with the head of the institution, in
this case the custodian of the boarding school as a means of feedback on the
information that has been submitted concerning the provisions of the
implementation of non-smoking areas in educational institutions; increase the
commitment of regional leaders in supporting the implementation of non-smoking
area policy; and the need for special regulation governing new smokers.

Keywords: policy implementation, non-smoking area, new smoker.
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam implementasi kawasan tanpa rokok ini yaitu
Kota Pekalongan. Kota Pekalongan terletak di daerah pantai Utara Pulau
Jawa, dengan ketinggian kurang lebih satu meter di atas permukaan laut.
Luas wilayah daratan Kota Pekalongan adalah 45,25 km2. Batas wilayah
di sebelah utara adalah Laut Jawa, di sebelah timur berbatasan dengan
Kabupaten Batang, di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Batang
dan kabupaten Pekalongan, serta sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Pekalongan. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk Kota
Pekalongan berjumlah 296.533 jiwa, terdiri dari 148.295 laki-laki dan
148.238 perempuan. (Statistik Daerah Kota Pekalongan, 2016).

Sedangkan lokasi penelitian untuk melihat fenomena perokok
pemula yaitu di dua pondok pesantren terbesar di Kota Pekalongan yang
merupakan pondok pesantren modern. Alasan memilih kedua pondok
pesantren tersebut karena proporsi jumlah santri usia 10-19 tahun yang

merupakan usia rentan perokok pemula besar.

B. HASIL PENELITIAN

l.

Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari implementor kebijakan

kawasan tanpa rokok tingkat kota, lembaga/badan pelaksana kawasan

71
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tanpa rokok dan perokok pemula sebagai sasaran kebijakan.

Implementor kebijakan kawasan tanpa rokok tingkat kota dalam hal ini

adalah Dinas Kesehatan, DPRD, Satpol PP dan Asosiasi Masyarakat

Peduli Asap Rokok (AMPAR). Untuk Lembaga/ badan pelaksana

kawasan tanpa rokok yaitu Pondok Pesantren sebagai salah satu

lembaga pendidikan khusus yang erat kaitannya dengan perokok

pemula. Sedangkan perokok pemula yang dijadikan informan dalam

penelitian ini adalah santri pondok pesantren di Kota Pekalongan.

Sebagian besar informan implementor kebijakan di tingkat kota

berpendidikan sarjana / diploma dengan pekerjaan sebagai Pegawai

Negeri Sipil. Sedangkan untuk informan di tingkat pelaksana pondok

pesantren merupakan lulusan ‘aliyah pondok pesantren setempat yang

kemudian dijadikan pengurus.

Berikut ini tabel data informan dalam penelitian ini :

Tabel 4.1 Deskripsi Informan Penelitian

No | Kode Informan Usia Pekerjaan Pendidikan

1 | Informan 1 47 Sekretaris Dinkes | S2

2 | Informan 2 24 Wiraswasta Diploma

3 | Informan 3 50 Kasie Satpol PP S1

4 | Informan 4 47 Ketua DPRD S2

5 | Informan 5 32 Pengurus Ponpes | S1

6 | Informan 6 29 Pengurus Ponpes | SMA

7 | Informan 7 16 Santri SMA

8 | Informan 8 15 Santri SMP

9 | Informan 9 17 Santri SMA
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2. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 tahun 2012 Pada Perokok
Pemula |

Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan kebijakan yang
bersifat top-down karena kebijakan ini hasil tindak lanjut dari Undang-
Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang
menyatakan bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan
tanpa rokok didaerahnya”. Hal yang melatarbelakangi kewajiban
penetapan kawasan tanpa rokok oleh pemerintah daerah yaitu tingginya
angka kematian yang disebabkan oleh rokok, dan Indonesia menjadi
negara terbesar ketiga jumlah perokok aktifnya. Pemerintah Kota
Pekalongan menyambut baik amanat undang-undang kesehatan tersebut
dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 5.A tahun 2010 tentang
kawasan tanpa rokok. Setahun kemudian terbit Peraturan Walikota
Pekalongan nomor 36 Tahun 2011 tentang larangan reklame rokok di
Kota Pekalongan. Akan tetapi, Perwal tersebut kurang optimal dalam
implementasinya karena tidak dapat memberikan sanksi kepada
pelanggarnya. Oleh karena itu, pada tahun berikutnya pemerintah
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang kawasan
tanpa rokok. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh informan 1 sebagai
berikut :

“Berarti saya harus cerita dari awal ya.. dimulai dari tahun 2010
yaitu dengan diterbitkannya Perwal No.5.A tahun 2010 tentang

Kawasan Tanpa Rokok,. Namun dirasa Perwal tersebut kurang efektif
karena tidak bisa memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Akhirnya,
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pada tahun 2012 mengajukan ke legislatif untuk diterbitkan Perda
Kawasan Tanpa Rokok. Kebetulan, terbitnya Perda tersebut sekitar
bulan Nopember bersamaan dengan mulai diterapkannya Perwal
tentang Larangan Reklame Rokok di Kota Pekalongan, sehingga pas
dan bersinergi” (W/S1/KTR/002-008)

Kota Pekalongan juga merupakan salah satu kota di Indonesia yang
sangat concern dalam implementasi kawasan tanpa rokok dan menjadi
anggota Framework Convention Tobacco Control (FCTC) Tingkat
Asia, sesuai dengan pernyataan informan 1 :

“Kota Pekalongan bersama dengan kota Bandung dan Bogor
menjadi contoh dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Selain itu, kota
Pekalongan juga tergabung dalam organisasi penanganan tembakau
tingkat Asia. Kepala Dinas Kesehatan yang lalu, Pak Dwi Heri sering
ke luar negeri diminta menjadi pembicara terkait penerapan kawasan
tanpa rokok di Kota Pekalongan (W/S1/KTR/009-014)”

Hal tersebut perlu diapresiasi karena berdasar hasil riset kesehatan
dasar Jawa Tengah tahun 2013 menunjukkan jumlah proporsi perokok
diatas usia 10 tahun kota Pekalongan yang merokok setiap hari hanya
sebesar 13,9 %, dan merupakan yang terendah di Jawa Tengah. Akan
tetapi terjadi anomali terhadap perokok pemula. Proporsi perokok
pemula Kota Pekalongan usia 15-19 tahun sebesar 53,5%, dan angka ini
6% lebih tinggi dari rata-rata Jawa Tengah yang hanya 47,5%.

Sebagaimana disampaikan dalam ftujuan penelitian untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
kawasan tanpa rokok sesuai perda nomor 19 tahun 2012 pada perokok

pemula dengan melihat fenomena perokok pemula di pondok pesantren,

akan digunakan teori Edward III yang mencakup 4 aspek yaitu
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komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai

berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
kawasan tanpa rokok dimulai dari sosialisasi secara langsung
maupun tidak langsung oleh implementor kebijakan melalui
beberapa kegiatan. Bentuk komunikasi langsung yaitu sosialsisi
kepada sasaran kawasan tanpa rokok oleh pelaksana yaitu Dinas
Kesehatan Kota Pekalongan bekerjasama dengan organisasi
masyarakat AMPAR (Asosiasi- Masyarakat Pekalongan Peduli
Asap Rokok), seperti yang disampaikan oleh informan 1 sebagai
berikut :
“Dengan adanya Perda tersebut, Dinas Kesehatan menjadi lebih
gencar mengadakan sosialisasi melalui kegiatan yang bermacam
macam, seperti jambore, penyuluhan, kegiatan peringatan hari
tanpa tembakau sedunia dan pembuatan media. Kegiatan
sosialisasi dilakukan bekerjasama dengan AMPAR ke 7 area
larangan merokok, yaitu tempat kerja, tempat ibadah, tempat
umum, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat proses
belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan. Sosialisasi
tersebut dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang terkait
dengan 7 kawasan tersebut, pas itu tempatnya di Museum Batik”
(W/S1/KOM/008-015).
Pernyataan ini didukung oleh Informan 2 sebagai aktifis

AMPAR  yang menyatakan melakukan kegiatan sosialisasi
sekaligus membagikan brosur dan leaflet tentang kawasan tanpa

rokok:
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“AMPAR giat melakukan sosialisasi-sosialisasi kok terkait
kawasan tanpa rokok. Sosialisasi dilakukan di spot-spot yang
merupakan area kawasan tanpa rokok. Jadi langsung ke sasaran.
Pada saat sosialisasi kita juga bagi2 leaflet dan brosur, sekaligus
pasang stiker” (W/S2/KOM/032-035)

Sosialisasi mengenai kawasan tanpa rokok ini sudah
berlangsung sejak tahun 2010 seiring ditetapkannya Peraturan
Walikota Nomor 5.A tahun 2010, dan berlangsung secara
komprehensif karena langsung ke sasaran di 7 kawasan tanpa rokok
yaitu tempat belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum,
tempat bermain anak, tempat-tempat umum, tempat pelayanan
kesehatan, dan tempat kerja.

“Sejak tahun 2010 sudah dilakukan sosialisasi ke 7 area dilarang
merokok, sudah di sekolah sekolah. Di PAUD sudah, SD-SMP-
SMA sudah, Perguruan Tinggi juga sudah. Di fasilitas pelayanan
kesehatan sudah dilaksanakan penuh. Di tempat ibadah, pernah
mengundang takmir takmir masjid untuk diberi sosialisasi
mengenai kawasan dilarang merokok. Didalam angkutan, sudah
dilakukan sosialisasi tersebut, mengundang para sopir angkutan
untuk diberi sosialisasi dengan cara mengumpulkan para sopir di
daerah sorogenen dan poncol. Itu angkot nya di cegat pada saat
Jjalan, dikumpulkan selama 5 menit untuk diberi pengarahan terkait
dilarang merokok didalam aangkot. Jadi kalo orang sudah naik
menginjakkan kaki di angkot maka sudah dilarang merokok. Nanti
kalo sudah keluar silahkan jika mau merokok. Di stasiun dan
terminal juga sudah. Kita mengumpulkan sopir di terminal
Pekalongan memberikan sosialisasi dan menempel stiker dilarang
merokok. Kalo di stasiun dulu digabungkan dengan tempat hotel
hotel. Kepala stasiun bersama kepala hotel d undang untuk
diberikan sosialisasi kawasan tanpa rokok, kemarin kegiatan nya
di Hotel Indonesia. Untuk pihak hotel diundang 2 orang yaitu HRD
nya dan satpam nya, satpam harapannya untuk bisa menegur bagi
ada orang yang merokok. Tapi selain kegiatan sosialisasi secara
langsung, juga dilaksanakan sosialisasi tidak langsung atau
dilakukan pembinaan. Misal jika di tempat kerja ada rekan yang
sedang merokok, maka kita ingatkan dan diberi pengetahuan, itu
kan termasuk juga sosialisasi” (W/S1/KOM/107-125)
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Pernyataan informan 1 dan 2 didukung oleh pernyataan
informan 5 sebagai pelaksana kawasan tanpa rokok di lembaga
pendidikan,

“Kalo dari kita sudah pernah ikut sosialisasi seminar, memang
setahu saya juga kalo dari Pemkot itu memang ada perda nya ya
mbak untuk kawasan bebas rokok dan sebagainya”
(W/S5/KOM/051-052)

Berbeda dengan informan 1 dan 2, informan 3 sebagai
implementor penegak kawasan tanpa rokok hanya dapat melakukan
sosialisasi hanya kepada pelanggar Perda :

“Kalau Sosialisasi Perda menjadi kewenangan Bagian Hukum
Setda Mba, kita Satpol PP tidak mempunyai kewenangan untuk
itu.. jadi selama ini ya sosialisasi yang kami lakukan hanya pada
pelanggar Perda.. setelah terjadi pelanggaran, baru kita beritahu
mengenai kawasan tanpa rokok, juga tentang bahaya rokok.
Sosialisasi ke pelanggar umum seperti tempat ibadah, angkot. Tapi
belum maksimal. Paling hanya di instansi pemerintah, di sidak ada
asbak atau tidak, jika ada di minta untuk dibuang. Kemudian
apakah ada tulisan dilarang merokok dan ada tulisan kawasan
tanpa rokok” (W/S3/KOM/035-041)

Sementara itu, hal yang berbeda juga disampaikan oleh
informan 4. Sebagai pembuat Perda bentuk komunikasi yang
dilakukan oleh DPRD adalah komunikasi internal dan eksternal.
Komunikasi internal dilakukan antar anggota DPRD, sedangkan
eksternalnya kepada pemerintah kota Pekalongan dan masyarakat
umum. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian Perda dengan
aspirasi masyarakat.

“Komunikasi internal dan eksternal. Internal dilakukan antar
anggota Fraksi yang duduk dalam Pansus dengan

menginformasikan  perkembangan  pembahasan.  Eksternal
dilakukan melalui publik hearing dengan mengundang elemen
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masyarakat dan stake holder yang terkait dengan penerapan KTR”
(W/S4/KOM/005-008)

Bentuk komunikasi lain yang dilakukan implementor di
tingkat kota yaitu koordianasi antar tim pelaksana. Koordinasi ini
diprakarsai oleh Dinas Kesehatan sebagai leading sector kebijakan
kawasan tanpa rokok dengan mengundang tim-tim pelaksana lain
secara periodik untuk merencanakan kegiatan maupun sebagai
sarana monitoring evaluasi pelaksanaan program. Berikut ini
penjelasan informan 1 terkait koordinasi antar stakeholder dalam
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok,

“Untuk itu, ada pertemuan nya mb,, ada rakor tim pengawas
tingkat kota dengan tim pembina dilakukan setahun sekali.
Pertemuan 6 bulan sekali tim pengawas. Pertemuan internal di
tempat kerja maupun wilayah dilarang merokok. Juga 3 bulan
sekali pertemuan dengan AMPAR” (W/S1/KOM/100-103).
Pernyataan tersebut didukung oleh informan 3, yaitu

. “ba, komunikasi dilakukan oleh tim-tim pelaksana Perda.. tapi
Satpol PP hanya menunggu undangan dari Dinas Kesehatan
sebagai leading sector Kawasan Tanpa Rokok. Biasanya sebelum
dilaksanakan razia itu, ada rapat koordinasinya, itu yang
mengadakan Dinkes. Mengundang Satpol, Dishub, Kepolisian,
Kejaksaan, dan tim yang lain.. disana dibahas apa saja yang
menjadi tanggung jawab masing-masing dinas dalam razia dan
dibahas juga mengenai sidang di tempat bagi pelanggarnya”
(W/S2/KOM)

Sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok dilakukan kepada
lembaga pondok pesantren sebagai salah satu lembaga/ badan

pelaksana Kawasan Tanpa Rokok melalui puskesmas terdekat. Hal

ini disampaikan oleh informan 6 sebagai berikut:
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“Ya ada si, dari puskesmas noyontaan. Sosialisasi di mushola
biasanya kepada santrinya. Sosialisasi tentang bahaya merokok,
terus biasanya sama kebersihan pondok” (W/S6/KOM/)

Sementara itu, sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok yang terjadi
di dalam pondok pesantren dilakukan oleh pengurus pondok
pesantren kepada santri sejak awal mendaftar melalui tata tertib
pondok pesantren yang menyatakan tidak boleh merokok di
kawasan pondok pesantren. Peraturan mengenai larangan merokok
ini langsung dari pengasuh pondok pesantren dan diperjelas dalam
bentuk peraturan tertulis. Berikut pernyataan informan 5

“Jadi, saat mendafiar ke pondok pesantren itu langsung kita
berikan tata tertib yang berlaku di pondok pesantren mba termasuk
larangan merokok bagi santri di lingkungan pesantren. Santri dan
orang tua mengetahui peraturan itu, dan biasanya wali santri
sangat mendukung peraturan larangan merokok mba biar anaknya
diawasi di pesantren. Otomatis kalau santri itu mau mondok disini
harus menaati aturan itu” (W/S5/KOM/078-082)

“ada,, ada peraturannya istilahmya drafnya, itu ada tertulis
larangan merokok. Selain itudipasang tanda-tanda dilarang
merokok di lingkungan pesantren, baik berupa stiker maupun
banner” (W/S5/KOM/073-075)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan informan 8 sebagai
berikut

“Ga boleh mba, ada tata tertibnya kok kalau santri tidak boleh
ngrokok di pesantren. Di sekolah juga ga boleh ngrokok.”
(W/S8/KOM/026-027)

Begitu pula informan 7 yang menyatakan peraturan tidak boleh

merokok di pondok pesantren:

“Ga boleh ngrokok di pondok mba, ada aturannya”
(W/S7/KOM/006)
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Akan tetapi, larangan merokok itu hanya ditujukan kepada santri
saja, pengurus dan pengasuh yang sudah tamat ‘aliyah
diperbolehkan merokok di ruangan khusus, seperti disampaikan
informan 5 berikut

“Tapi walaupun dilarang bagi siswa dan santri yang aktif di
sekolah baik di SMK, Aliyah, dan MTs nya, nanti ada sedikit
istilahnya keringanan bagi mereka yang purna SMK maupun
Aliyah, yang masih kepingin di Pondok misalnya kita rekrut untuk
menjadi pengurus, membantu kita mengurusi temen-temen yang
lain. Itu misal yang mau merokok silahkan tapi dengan catatan
tidak dilingkungan umum atau di depan santri. Jadi nanti kamar
pengurus ada sendiri, nah bagi pengurus-pengurus yang pengen
merokok ataupun perokok aktif itu silahkan merokok didalam

" ruangan” (W/S5/KOM/008-015)

Hal yang sama disampaikan oleh informan 6

“Ya biasa kan pasti anak ada yang suka merokok, terus dianya
merokok, terus pak yai nya tau, dan pak yai sekarang memberi
kawasan rokok, ya kalo merokok di ruangan ini atau daerah sini,
terus yang kecil-kecil ada disini. Batasan merokok nya juga ada,
kalo kelas sekolah madin nya itu kelas dua tsanawi, tapii itu kalo
yang pagi kelas Mts itu ga boleh ..”(W/S6/KOM/011-015)
Fenomena dispensasi boleh merokok diatas menunjukkan adanya
ketidakjelasan informasi mengenai kawasan tanpa rokok yang
diterima oleh pimpinan pondok pesantren serta inkosistensi sikap
pimpinan pondok pesantren karena seharusnya area pondok
pesantren yang merupakan tempat proses belajar mengajar
merupakan area yang 100% bebas asap rokok.

Permasalahan ini dimungkinkan karena tidak ada umpan balik

dalam bentuk rapat koordinasi lanjutan antara pihak implementor
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tingkat kota dengan pihak pondok pesantren seperti diungkapkan
informan 1

“Selama ini belum pernah kita agendakan koordinasi dengan
pondok pesantren. ya itu tadi, kalau pondok pesantren itu paling
sosialisasi mba” (W/S1/KOM/162-163)

Sosialiasai yang dilakukan tim pelaksana kota dan pbndok
pesantren mempunyai tujuan untuk keberhasilan implementasi
kebijakan kawasan tanpa rokok. Salah satu indikator dari efektifnya
sosialisasi kepada perokok pemula yaitu dengan meningkatnya
pengetahuan tentang kawasan tanpa rokok dan bahaya rokok.
Terkait dengan pengetahuan dan sikap perokok pemula terhadap
[ kawasan tanpa rokok, informan menyatakan mengetahui dan setuju
! mengenai kawasan tanpa rokok seperti disampaikan informan 8
sebagai berikut

“Ya ga boleh ngrokok di kawasan itu mba, apa ya. Biasanya di
sekolah” (W/S8/PEM/006)

: “Ga boleh mba, ada tata tertibnya kok kalau santri tidak boleh
ngrokok di pesantren. Di sekolah juga ga boleh ngrokok”
(W/S8/PEM/026-027)

Ll Begitu juga disampaikan oleh informan 7 yang menyatakan bahwa
informan mengetahui tentang kawasan tanpa rokok,

’ “tau,jadi ga boleh ngrokok di pesantren, mesjid, sekolah,
i puskesmas gitu kan mba..” (W/S7/PEM/082)

Keterangan informan diatas sesuai dengan isi perda kota

E pekalongan nomor 19 tahun 2012 tentang kawasan tanpa rokok

|
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yang menyatakan bahwa area yang ditetapkan sebagai kawasan
tanpa rokok yaitu tempat ibadah, tempat proses belajar mengajar,
dan fasilitas kesehatan.

Akan tetapi, pengetahuan dan sikap yang menyatakan setuju
terhadap kawasan tanpa rokok tersebut tidak serta merta mencegah
perokok pemula merokok di kawasan tanpa rokok. Sebagian
perokok pemula masih merokok di kawasan tanpa rokok walaupun
sebagian lagi mematuhi aturan tersebut karena takut dikenakan
sanksi, seperti yang tergambar dalam hasil wawancara sebagai
berikut :

“Ya kalau pas ngaji dan sekolah ga ngrokok mba,, bisa ketahuan..
Jjadi ngrokoknya colong-colongan.. karena diawasi pengurus sii..
kalau ketahuan ditakzir atau istilahnya dihukum” (W/58/029-030)

“Kalo samtrinya ada, Cuma karena memang disini dilarang
kadang ada yang merokok, karena pada saat diluar itu
kemungkinan terjadi. Kalo di dalam pondok sudah sangat beresiko
sekali, karena pada saat mereka melakukan di lingkungan pondok
pasti ketahuan. Tapi kalo diluaran, kalo misal mendapati santri
yang merokok di jalanan atau diwarung ada potensi-potensi seperti
itu” (W/S5/PEM/034-038)

“Ga terlalu banyak mba.. yang nyuri-nyuri merokok di lingkungan
pesantren ada, tapi tidak banyak, karena biasanya kalau sudah di
takzir jadi malu.. apalagi dihadapan santri putri dan pak yai”
(W/S5/PEM/044-046)

Hal lain yang menjadi temuan di lapangan terkait perokok

pemula yaitu pengetahuan perokok pemula tentang bahaya

merokok masih rendah, hal ini dimungkinkan sosialisasi yang
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langsung ke sasaran perokok pemula intensitasnya masih sedikit
seperti yang disampaikan informan 7 dan 8

“Pernah ga ya.. lupa mba, Cuma taunya di pondok ga boleh
ngrokok, itu aja..kalau bahaya rokoknya cuma tahu dari bungkus-
bungkus rokok itu” (W/S8/PEM/051-052)

“Belum tau,, tau nya Cuma peraturan itu gja..” (W/S7/PEM/073)
Hal ini didukung oleh informan 1, 2 dan 3 sebagai implemetor di
tingkat kota

“Kalau komunikasi khusus ke perokok pemula kita sebenarnya
tidak ada. Hanya sosialisasi kepada sekolah-sekolah mba, mulai
dari PAUD hingga ke perguruan tinggi. Ke lembaga-lembaga
pendidikan yang terkait dengan perokok pemula. Ya masih
kerjasama dengan Ampar itu. Diharapkan lembaga-lembaga
pendidikan tersebut dapat meneruskan informasi mengenai KTR
kepada siswa siswinya” (W/S1/KOM/145-149)

“Belum ada yang dilakukan untuk perokok pemula, misal
sosialisasi gitu. Hanya survey saja ke lembaga pendidikannya. Ya
menurut saya masih kurang sosialisasi kepada perokok pemula
khususnya pelajar, apalagi yang perokok itu kan kebanyakan yang
orang menengah kebawah, itu masih kurang sosialisasinya”
(W/S2/PEM/111-114)

“Yang kami lakukan hanya sebatas memberikan sosialisasi kepada
anak-anak sekolah yang kedapatan membolos dan merokok.. kalau
secara khusus tindakan ke perokok pemula belum ada mba.. karena
memang belum ada regulasi secara khusus yang berkaitan dengan
penindakan perokok pemula dan satpol pp juga bukan leading
sector untuk perda kawasan tanpa rokok. Kalau yang larangan
reklame rokok itu satpol pp mempunyai kewenangan penuh,
sehingga tiap saat bisa kami pantau dan lakukan razia. Apabila
kedapatan ada reklame rokok di wilayah kota pekalongan,
langsung kita turunkan dan kita berikan sanksi” (W/S3/PEM/118-
125)

Dari hasil wawancara mendalam diatas, dapat disimpulkan

bahwa untuk aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43259.pdf

84

kawasan tanpa rokok belum optimal terutama yang berkaitan
dengan perokok pemula.

Secara umum, dalam mengimplementasikan kebijakan
kawasan tanpa rokok implementor kebijakan tingkat kota
melakukan komunikasi dalam bentuk sosialisasi dan koordinasi.
Sosialisasi dilakukan kepada‘ sasaran langsung di 7 kawasan tanpa
rokok bekerja sama dengan AMPAR sejak tahun 2010 sampai
dengan sekarang. Kerjasama dengan AMPAR mengindikasikan
adanya peran serta dari masyarakat dalam mensosialisasikan
kebijakan KTR. Selain itu, bentuk komunikasi lain dari
implementor tingkat kota yaitu rapat koordinasi yang
diselenggarakan rutin oleh Dinas Kesehatan. Rapat koordinasi ini
sebagai sarana komunikasi antar implementor tingkat kota, sarana
monitoring dan evaluasi program. Akan tetapi, belum ada rapat
koordinasi antara implementor kota dengan pimpinan/ badan
pelaksana kawasan tanpa rokok.

Berkaitan dengan perokok pemula, bentuk sosialisasi yang
dilakukan implementor tingkat kota hanya terbatas pada sosialisasi
mengenai kawasan tanpa rokok. Dinas Kesehatan sebagai leading
sector program memberikan sosialisasi kepada lembaga pendidikan
mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dengan pondok
pesantren, Tujuan dari sosialisasi ini yaitu lembaga pendidikan

dapat menjadi pelaksana kawasan tanpa rokok di area proses
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belajar mengajar. Hal ini direspon baik oleh pondok pesantren yang
langsung mengeluarkan Peraturan Larangan Merokok bagi Santri
yang diwujudkan dalam bentuk draft tata tertib. Akan tetapi, terjadi
distorsi informasi mengenai ketentuan KTR ini di pesantren yaitu
dengan memperbolehkan pengurus atau pengasuh merokok di
pondok pesantren.

Sosialisasi kepada santri juga dilakukan oleh puskesmas
setempat sehingga santri mengetahui informasi tentang kawasan
tanpa rokok. Akan tetapi, sosialisasi tersebut tidak diikuti dengan
penyuluhan tentang bahaya rokok. Sebagian besar informan santri
tidak mengetahui bahaya rokok sehingga meskipun santri mentaati
peraturan, santri tetap mencoba merokok di luar pesantren. Kondisi
demikian mengindikasikan kurang efektifnya komunikasi yang
dilakukan implementor kepada perokok pemula.

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa
rokok di kota Pekalongan berkaitan dengan pelaksana, sarana
prasarana, kewenangan, dan anggaran.

Pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan
adalah pemerintah daerah dengan walikota dan jajaran
forkompinda sebagai Pembina, dinas kesehatan dan Organisasi
perangkat daerah lain yang terkait sebagai tim pelaksana, dan

satpol PP bersama dengan kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan
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sebagai tim penegak Perda. Hal ini disampaikan oleh informan 1
sebagai berikut

“O.. tentu ada, mulai dari Tim Pembina yang diketuai Walikota -
Pekalongan, dan anggotanya seluruh jajaran Forkompinda (forum
komunikasi pimpinan daerah) seperti Kapolres, Dandim, Kepala
Kejaksaan. Dibawah tim pembina, ada tim pengawas yang diketuai
Sekda dengan anggotanya yaitu semua jajaran dibawah sekda,
semua Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,
camat, lurah, dll. Selain itu, ada tim penegak Perda yang diketuai
Kepala Satpol PP (W/S1/SUM/057-063)”

Dalam melaksanakan kebijakan KTR, Dinas Kesehatan
sebagai leading sector bekerja sama dengan Asosiasi Masyarakat
Peduli Asap Rokok (AMPAR). Hal ini dilakukan sebagai upaya
memberdayakan peran serta masyarakat sehingga masyarakat
mempunyai tanggung jawab dalam implementasi kebijakan KTR.
Berikut pernyataan informan 1 berkaitan dengan AMPAR :
“Kegiatan sosialisasi dilakukan bekerjasama dengan AMPAR ke 7
area larangan merokok...” (W/S1/SUM/011-102)

Selain AMPAR, Dinas Keschatan juga bekerja sama dengan
Satpol PP sebagai tim penegak Perda. Jumlah anggota satpol PP
yang terlibat dalam penegakan perda berkisar 20 orang, seperti
disampaian informan 3 sebagai berikut:

“Kalau yang tertulis di SK hanya Kepala Satpol PP, anggota yang

lain terlibat dalam razia-razia diberikan surat tugas biasanya
sekitar 20 orang” (W/S3/SUM/031-032)
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Akan tetapi belum ada staf pelaksana tingkat kota yang khusus
menangani perokok pemula di Kota Pekalongan, seperti
disampaikan oleh informan 1
“Tidak ada Mba, jadi untuk tingkat kota memang belum ada staf
pelaksana  yang  khusus  menangani  perokok  pemula”
(W/S1/SUM/187-189)
Hal senada juga disampaikan oleh informan 3 dan 4
“Untuk perokok pemula kita tidak ada staf khusus penegak
perdanya Mba karena razia khusus ke perokok pemula juga tidak
ada’ (W/S3/SUM/128-129)

Sedangkan untuk pelaksana kawasan tanpa rokok di
pesantren yaitu para pengurus dan pengasuh pondok pesantren

seperti disampaikan oleh informan 5 dan 6

“Pengurus yang ditugasi mengawasi santri mba, yang menindak
santri yang merokok juga pengurus” (W/S5/SUM/84-85)

“Palk kyai nugasi pengurus buat Razia mba” (W/S6/SUM/048)
Aspek sumber daya yang kedua setelah staf pelaksana yaitu
sarana prasana. Menurut observasi peneliti, sarana prasarana di
tingkat kota yang ada sudah cukup lengkap. Pemerintah kota
menyediakan smoking room di area tempat umum dan tempat
kerja, klinik berhenti merokok, stiker, poster dan baliho tentang
kawasan tanpa rokok banyak ditemui di kawasan tanpa rokok.
Walaupun smoking room yang ada tidak memenuhi standar. Hal ini

juga disampaikan oleh informan 4 sebagai berikut :
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“Secara umum sarana dan prasarana telah tersedia dalam
menjalankan Perda KTR, mulai smoking area sampai rehabilitasi
bagi perokok, namun perlu ditingkatkan” (W/S4/SUM/056-057)

Pernyataan tersebut didukung oleh informan 1 sebagai berikut :

“Sejak tahun 2010, sejak ada Perwal KTR itu, Pemerintah Kota
Pekalongan juga membangun Smoking Area di Tempat Kerja dan
di tempat umum, total ada 22 smoking area di Kota Pekalongan.
Akan tetapi, dengan diterbitkannya Peraturan Bersama Antara
Menkes dan Mendagri pada tahun 2011 tentang tidak adanya
toleransi asap rokok di area merokok. Jadi smoking area yang
sudah terbangun disini tidak memenuhi kriteria. Kriteria
seharusnya itu, ukuran 2x2, tidak ada mebeler, tidak ada atap, jauh
dari lalu lalang orang, di tempat tersembunyi sehingga anak anak
tidak bisa melihat, dan dimungkinkan hanya dia sendiri yang bisa
menghisap asap rokoknya. Bisa membanyangkan bentuknya seperti
apa? Hahahaha.... Jadi ya smoking area kita itu jauh dari kriteria
tersebut sehingga tidak tepat sasaran dan sekarang banyak yang
beralih fungsi. Tapi karena aset daerah, tidak bisa serta merta
dibongkar, harus melalui p2d aset yang panjang.. dan sampai
sekarang belum diurus.. hehehe..”(W/S1/SUM/023-034)

Maksud tujuan dari smoking area atau smoking room adalah untuk
melokalisir para perokok sehingga asap rokoknya tidak terhirup
oleh orang lain. Selain itu, dengan adanya smoking area juga
diharapkan dapat mencegah perokok pemula. Hal ini diadopsi oleh
pondok pesantren yang menyediakan tempat merokok bagi
pengurus dan pengasuh dalam rangka menghindarkan asap rokok
kepada santri dan mencegah santri untuk meniru kegiatan merokok
pengurusnya. Seperti disampaikan informan 5 sebagai berikut :

“Kaya di pondok ini ada ruangan tersendiri untuk pengurus yang
merokok. Tidak boleh disembarang tempat” (W/S5/SUM/038-059)

“Di kamar pengurusnya. Kan ada kamar pengurusnya sendiri. Jadi
mereka merokok didalam kamar. Istilahnya ga ada ruangan
sendiri, itu ruangan kamar. Jadi kalo merokok sendiri hisap asap
sendiri. Jadi biar tidak ada santri yang melihat. Karena satu
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mengajarkan pada anak-anak santri untuk mereka sangatlah tidak
etis kalo mereka di usia yang terlalu muda sudah merokok. Kalo
sudah agak besar kita biasaya lewat pancingan, misal yang sudah
besar itu bisa mendapatkan penghasilan itu ketika mau merokok
silahkan, merokok tapi menggunakan uang sendiri, bukan uang
orang tua, ga minta-minta, dan sudah tau risikonya. Bahkan dl
bungkus-bungkus rokok itu kan sudah ada peringatannya”
(W/S5/DISP/061-069)

Hal senada juga disampaikan informan 6

“Iya ada, dibelakang. Bentuknya kaya gudang gitu. Ya tapi kan di
bawah pohon juga” (W/S6/SUM/022)

“Ya intinya diberi lokasi lah. Tidak diruangan. Kalo diruangan
kan ntar juga bahaya” (W/S6/SUM/024)

“Kalo kemarin itu dari keputusan kiyai nya itu, kalo yang boleh
merokok itu yang usia pengurus. Ya yang sudah besar lah, yang
alzyah gitu. Tapi ya merokok nya itu dalam jangkauan, ya dz
belakang atau di pojok. Di tempat tertutup, ga keliatan orang”
(W/S6/SUM/055-057)

Akan tetapi keberadaan smoking area atau smoking room di
pondok pesantren ini tidak sesuai dengan ketentuan perda kawasan
tanpa rokok, karena di dalam perda menyebutkan yang boleh
menyediakan smoking room hanya tempat kerja dan fasilitas
umum. Tempat proses belajar xhengaja.r dan tempat ibadah tidak
diperbolehkan menyediakan area merokok.

Selain itu, berbagai media cetak maupun elektronik
disediakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kawasan tanpa
rokok mulai dari stiker, poster, banner, pacta integrtas, brosur,

baliho sampai dengan radio dan televisi seperti disampaikan oleh

informan 1 :
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“Media yang digunakan berupa : MMT, Standing banner untuk
semua tempat kerja/odp kota pkl, Baliho di kali loji, Stiker, Poster,
Spot tv, Film, Siaran radio (rkb dan wali songo), Pacta integritas,
PHBS, sosialisasi bahaya merokok oleh tenaga promkes,
Sosialisasi di paud, ponpes, perguruan tinggi” (W/S1/SUM/190-
193)

Hal ini juga disampaikan informan 6 dan 7 bahwa terdapat stiker di
lingkungan pondok pesantren berikut:

“0 ya kalo itu iya..ada stiker kawasan tanpa rokok di depan.. kalo
diruangan-ruangan ga ada..” (W/S6/SUM/109-110)

“va di puskesmas, disekolah ga ada tulisanne. Dipondok
pesantren ada.. Di aula tengah ada yaaa..”(W/S7/SUM/084-085)

Sumber daya yang ketiga yaitu dana atau anggaran. Selama
ini ‘anggaran untuk kawasan tanpa rokok dibebankan APBD Kota
Pekalongan melalui Dinas Kesehatan sebesar seratus juta per
tahun. Berikut keterangan dari informan 1
“Iya, dari APBD Ke Dinkes. Sedikit mba untuk alokasinya, hanya
100 juta dalam 1 th. Karena dana yang sedikit, jadi pinter-
pinternya kita berinovasi memadukan dengan kegiatan lain. Belum
ada yang khusus untuk perokok pemula termasuk untuk pondok
pesantren, paling kegiatan sosialisasi saja” (W/S1/SUM/196-200)
Begitu juga yang disampaikan informan 3

“Karena untuk perda kawasan tanpa rokok ini menjadi kegiatan
Dinas Kesehatan dan semua tanggung jawab serta pendanaannya
ada disana” (W/S3/SUM/059-062)

Hal lain disampaikan oleh informan 4 terkait dengan anggaran,
“Anggaran untuk penerapan kebijakan KTR sebagian besar
berpusat pada sosialisasi, padahal perlu adanya tempat merokok

(smoking area) pada tempat KTR terutama tempat umum, yang
lebih representative” (W/S4/SUM/042-044)
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Akan tetapi, belum ada alokasi anggaran khusus dari pemerintah
kota Pekalongan yang khusus untuk pencegahan perokok pemula
dalam implementasi kebijakan kawasa tanpa rokok, seperti
disampaikan informan 1 sebagai berikut :

“Tidak ada mba, dana yang ada untuk kegiatan KIR secara
global. Tidak ada yang khusus ke perokok pemula, paling ada
untuk survey ke sekolah-sekolah yang kita kerjasama dengan
Ampar untuk mengetahui apakah sekolah menjalankan KTR atau
tidak, sekalian sosialisasi” (W/S1/SUM/204-207).

Hal senada juga disampaikan oleh informan 4

“belum ada anggaran untuk menangani perokok pemula
(W/S4/SUM/105”

Aspek dari sumber daya yang terakhir yaitu kewenangan.
Kewenangan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok
diberikan kepada Dinas Kesehatan, DPRD dan lembaga/badan
pelaksana di masing-masing kawasan tanpa rokok. Seperti
diungkapkan informan 3 dan 4 berikut ini
“DPRD mempunyai kewenangan melalui tugas dan fungsinya
sebagai mitra Walikota dalam Pemerintahan Daerah, antara lain
untuk menyuksekan KTR” (W/S4/SUM/047-048)

“Satpol PP sebagai tim pelaksana terutama dalam hal penegakan
Perda. Satpol PP bersama tim dari dinas instansi yang lain
melakukan sidak di kawasan tanpa rokokdan memfasilitasi
dilaksanakannya sidang di. tempat bagi pelanggarnya”
(W/S3/SUM/002-004)

Sedangkan kewenangan DPRD Kota Pekalongan berkaitan dengan
tugas dan fungsinya memberikan pengawasan terhadap

implementasi KTR dalam rangka mensukseskan kebijakan KTR
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dan kewenangan penyebarluasan informasi diberikan kepada Dinas
Kesehatan sebagai pelaksana utama kebijakan KTR ini seperti
disebutkan informan 4

“DPRD mempunyai kewenangan melalui tugas dan fungsinya
sebagai mitra Walikota dalam Pemerintdhan Daerah, antara lain
untuk menyuksekan KTR” (W/S4/SUM/047-048)

“Sumber daya informasi berada di tangan OPD yang menangani
kesehatan, yang secara teknis memberikan sosialisasi bahaya
merokok sampai disediakan rehabilitasi bagi perokok”
(W/S4/SUM/051-053)

Dari hasil wawancara mendalam dan observasi terkait

aspek sumber daya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

berikut:

1. Aspek sumber daya manusia. Pelaksana kebijakan kawasan
tanpa rokok di pondok pesantren yaitu pengasuh dan pengurus
pondok pesantren, tidak ada staf pelaksana secara khusus.
Sedangkan untuk implementor tingkat kota didukung oleh staf
pelaksana yang ahli dalam bidangnya karena melibatkan
seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan
tanpa rokok seperti dinas kesechatan, AMPAR, satpol pp,
kepolisian, dinas perhubungan, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga/badan pelaksana kawasan. Hierarki dalam penugasan
pﬁn jelas dengan adanya tim pembina, pengawas, pelaksana
dan' penegak perda yang ditetapkan melalui SK Walikota.
Akan tetapi, belum ada staf pelaksana khusus di tingkat kota

yang menangani perokok pemula.
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2. Sarana prasarana atau fasilitas pendukung dalam implementasi

kebijakan kawasan tanpa rokok berupa smoking room, klinik
berhenti merokok, stiker, poster, banner, baliho, pacta
integritas, siaran radio dan televisi. Akan tetapi fasilitas
tersebut tidak secara langsung termanfaatkan perokok pemula.
Perokok pemula di pondok pesantren hanya mengetahui stiker
kawasan tanpa rokok dan smoking room yang ada di
lingkungan pondok pesantren. Akan tetapi, keberadaan
smoking area atau smoking room di pondok pesantren
menyalahi ketentuan perda kawasan tanpa rokok, karena
sebagai tempat proses belajar mengajar dan tempat ibadah
pondok pesantren tidak diperbolehkan menyediakan smoking
room dalam bentuk apapun.

. Belum ada anggaran khusus dari pemerintah kota untuk
menangani perokok pemula di pesantren meskipun di tingkat
kota disediakan anggaran kurang lebih 100 juta untuk
implementasi kawasan tanpa rokok melalui dinas kesehatan.

. Kewenangan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di
pesantren ada pada pimpinan pondok pesantren dengan
menetapkan larangan merokok bagi santri. Sedangkan
kewenangan pelaksanaan kebijakan KTR di Kota Pekalongan
diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan lembaga/badan

pelaksana dengan diawasi oleh DPRD Kota Pekalongan
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Disposisi Implementor

Disposisi dalam penelitian ini adalah aspek yang berkenaan
dengan sikap dan komitment dari pelaksana kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok di Kota Pekalongan. Sikap dan komitmen ini sangat
diperlukan dalam rangka mengatasi permasalahan perokok pemula
di Kota Pekalongan.

Perokok pemula di Kota Pekalongan menjadi masalah utama
implementasi kebijakan KTR ini. Dalam kehidupan sehari-hari
banyak ditemukan remaja usia sekolah yang merokok di kawasan
tanpa rokok. Hal ini disampaikan oleh informan 4 sebagai berikut

“Perokok pemula merupakan masalah serius dalam implementasi
kawasan tanpa rokok” (W/S4/PEM/095)

Didukung dengan pernyataan informan 1

“Iya jadi benar, bahwa tujuan akhir yang tertera dalam Perda
yaiitu untuk mengurangi jumlah perokok pemula. Pasti mbak nya
sudah baca sendiri Perdanya. Memang bahwa jumlah perokok
pemula di kota pekalongan tinggi, banyak di usia sekolah SD dan
SMP. Malah perokok usia 4-9 th dengan angka 5%. Dulu pernah
ada laporan dari bu Sri Wahyuni Assisten, bahwa pernah melihat
di daerah Medono di pinggir jalan sekelompok anak laki-laki usia
SD merokok” (W/S1/PEM/124-130)

Begitu pula disampaikan oleh informan 2 dan 3

“Banyak,, anak SMP sudah banyak yang ngrokok mba, miris sekali
ya..” (W/S2/PEM/109)

“Kalau kita lihat di sekitar kita, memang banyak kita jumpai anak-
anak wusia SD, SMP dan SMA yang sudah merokok”
(W/S3/PEM/103-104)

Setelah melakukan wawancara mendalam kepada lembaga

pendidikan yang berhubungan langsung dengan perokok pemula
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yaitu pondok pesantren didapatkan fakta yang sama dengan
pernyataan para implementor di tingkat kota diatas bahwa banyak
santri usia remaja yang sudah menjadi perokok. Berikut pernyataan
informan 5 dan 6 terkait fenomena perokok pemula:

“Berarti usia SMP SMA, ya mungkin 14 sampe 18 an lah..”
(W/S5/PEM/048)

“Yaa,, malah yang tidak merokok itu lebih sedikit daripada yang
merokok,, ”(W/S6/PEM/031)

Dinas Kesehatan sebagai leading sector implementor
kebijakan mempunyai sikap dan komitmen yang baik dalam
mengimplementasikan kebijakan kawasan tanpa rokok dibuktikan
dengan kantor dinas kesehatan benar-benar menjadi kawasan tanpa
 rokok, seperti yang disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut :

“Seluruh jajaran Dinas Kesehatan sangat komit terhadap
berlangsungnya kawasan tanpa rokok. Kan kita leading sectornya
Mba, jadi harus memberi contoh yang baik. Di Lingkungan dinas
kesehatan, tertera banyak sekali tanda dan banner kawasan tanpa
rokok, tidak terdapat asbak di dalam ruangan, dan tidak ada staf
yang merokok di kawasan tanpa rokok. Batas kawasan tanpa rokok
dinas kesehatan kan dari pintu pagar sampai tembok belakang ya
mba, jadi biasanya staf dinas kesehatan yang mau merokok pasti
keluar pagar.. pada jam-jam tertentu banyak ditemui staf yang
merokok, tetapi di luar pagar, tidak ada yang di dalam kantor”
(W/S1/DISP/200-207)

Hal senada disampaikan oleh informan 3 sebagai penegak perda,

“Kami selaku penegak perda kawasan tanpa rokok, selama ini
masih terjaga komitmennya dengan tidak merokok di kawasan
tanpa rokok. Di lingkungan kantor satpol pp terpasang stiker dan
banner kawasan tanpa rokok. Kepala Satpol sendiri yang
menginstruksikan apabila ada anggota yang melanggar langsung
diberikan sangsi di tempat, biasanya dengan push up 10 kali”
(W/S3/DISP/072-076)
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Begitu juga dengan informan 4 melalui fungsi dan perannya
berkomitmen mendukung implementasi KTR

“Komitmen nyata diwujudkan dengan mendukung upaya
penegakan perda baik dari segi anggaran, sosialiasi, pengawasan,
forum diskusi sampai evaluasi permasalahan penegakan perda”
(W/S4/DISP/065-067)

“DPRD berkomitmen mewujudkan dan menegakkan Perda, yang
mana Perda tersebut merupakan produk DPRD juga sehingga
mempunyai tanggung jawab moral dan politis untuk menegakkan
Perda” (W/S4/DISP/070-072)

Sikap dan komitmen pribadi juga ditunjukkan secara nyata oleh
informan 2 dan 6 dengan tidak menjadi perokok aktif,

“Ga ada,, semua anggota ampar ga ngrokok, Cuma jadi perokok
pasif..(W/S2/DISP/092)

“Alhamdulillah  saya gak ngrokok mba. ga suka.”
(W/S6/DISP/067)

Demikian pula disampaikan informan 5, walaupun yang
bersangkutan perokok tetapi mendukung implementasi kebijakan
kawasan tanpa rokok dengan tidak merokok di area yang dilarang,
“Tapi kalo saya pribadi, kalo saya masuk di kawasan-kawasan
yang disitu ada larangan untuk merokok ya disitu saya mencoba
menghormati. Kaya di pondok ini ada ruangan tersendiri untuk
pengurus yang merokok. Tidak boleh disembarang tempat”
(W/S5/DISP/056-059)

Akan tetapi, belum semua pihak mempunyai komitmen yang nyata

terhadap implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok ini,

beberapa informan memberikan keterangan mengenai sikap
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pemerintah yang bertolakbelakang dengan kebijakan KTR, seperti
disampaikan informan 1 berikut :

“Perda ini belum berjalan efektif karena belum ada komitmen
bersama di tingkat daerah. Di tingkat pemerintah pusat juga belum
ada komitmen. Belum disahkan dan diikuti nya ratifikasi tentang
tembakau sesuai dengan FCTC (Framework Concention of
Tobacco Control) oleh Indonesia. Padahal Indonesia mengikuti
perumusan naskah FCTC, namun belum juga di tanda tangani,
malah Indonesia mendapat teguran. Nah itu, di pusat sana masih
banyak unsur politik dalam menentukan kebijakan ini. Banyak di
mainkan oleh pengusaha rokok. Padahal pemerintah Indonesia
hanya dibohongi. Pengusaha sangat pandai sekali dalam lobi.
Nyatanya produksi tembakau dalam negeri tidak memenuhi
pasokan bahan rokok, perusahaan harus impor. Karena kualitas
tembakau luar negeri bagus, sedangkan kualitas tembakau dalam
negeri kurang bagus. Petani di bodohi dengan harga tembakau
yang murah. Harga rokok di indonesia murah, 15 ribu dpat satu
bungkus, malah bisa beli secara ketengan. Coba di Australia,
harga satu bungkus rokok mencapai 300 ribu. Perusahaan rokok
Jjuga mengeluarkan dana milyaran hanya untuk iklan promosi
rokok. Di televisi sudah untung ada aturan iklan rokok hanya
ditayangkan setelah pukul 9 malam, begitu jam 9 malam langsung
muncul banyak iklan rokok yang iklan nya sangat menarik.
Bungkus rokok pun sudah diatur, yang dulu peringatan rokok
bahwa rokok membunuhmu, merusak janin, dll,,, ditulis dengan
huryf yang kecil. Sekarang gambar dan tulisan harus 40%
memenuhi bungkus rokok. Peraturan peringatan pada bungkus
rokok harus terdapat gambar dan tulisan merokok membunuhmu,
rokok menganggu kesehatan, jauhkan rokok dari anak-anak, dll..
perusahaan rokok hanya sedikit membuat bungkus rokok dengan
tulisan jauhkan rokok dari anak-anak. Karena perusahaan rokok
sangat genjar melakukan promosi” (W/S1/DISP/151-172)

Begitu pula disampaikan informan 2 dan 3 yang menyatakan
komitmen pemerintah kota Pekalongan masih kurang. Informan 3
menyebutkan bahwa salah satu kendala implementasi saat ini
adalah komitmen dari Walikota Pekalongan yang kurang
mendukung kebijakan KTR dengan tidak bisa menjadi contoh

teladan bagi masyarakatnya.
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“Untuk masalah implementasi tentang perda KTR itu sendiri, ini
secara terbuka lah ya, saya juga pernah menemui bahwa di
sekolahan masih banyak putung rokok, kaya gitu. Ya beberapalah
tidak semuanya. Dan juga, mohon maaf ya, di Dinkes sendiri juga
putung rokok, tapi di bagian depannya” (W/S2/DISP/024-027)

“Ya sudah seharusnya Mba, karena kita tim penegak Perda harus
memberikan contoh yang baik. Tapi fenomena sekarang ini, kita
mendaat tantangan mba.. saat sidak sering kita jumpai pembelaan
dari para pelanggar yang mengatakan... “halah.. wong pemimpine
wae ngrokok sembarangan kok, opo kawasan tanpa rokok kuwi
iseh jalan?” (W/S3/DISP/079-082)

“G 1 A mba, kan mba tahu sendiri kalau beliau perokok berat dan
bisa merokok di mana saja.. dan itu menjadi pembelaan para
perokok sekarang ini” (W/S3/DISP/084-0835)

Hal ini juga menjadi perhatian dari DPRD Kota Pekalongan,
dengan menyatakan bahwa SDM yang berkompeten
mengimplementasikan kebijakan KTR harus menjadi contoh yang
baik, misal tidak merokok atau kalau merokok di tempat yang telah
ditentukan. Akan tetapi, pada kenyataannya ada beberapa
implementor yang tidak mendukung kebijakan KTR tersebut.

Hal serupa juga disampaikan oleh santri di pondok pesantren yang
beberapa kali melihat pengurus maupun pengasuh merokok di
kawasan tanpa rokok

“pengurus pernah liat,,(W/S7/DISP/067)

“riwa-riwi,, " (W/S7/DISP/069)

Komitmen dan sikap dari para implementor ini penting karena akan
berpengaruh pada sikap perokok pemula. Sikap ini berkaitan

dengan faktor pendukung dan faktor penguat perilaku merokok.
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Perokok pemula biasanya memulai perilaku merokok karena
adanya pengaruh lingkungan sekitarnya, baik oleh teman sebéya
maupun orang yang lebih tua. Berikut hasil wawancara kepada
informan 7 dan 8 selaku perokok pemula terkait alasan pertama
merokok dan usia pertama merokok :

“Kapan ya mba,, pas SD..”(W/S8/PEM/011)

“Dulu pas MTs” (W/S7/PEM/020)

“Dari kakak, om..karena pergaulan” (W/S7/PEM/043)

“Penasaran, terus jadi kecanduan” (W/S7/PEM/045)

“Coba-coba, diajakin  temen, terus jadi ketagihan, ”
(W/S8/PEM/009)

Berdasarkan pengakuan perokok pemula yang ditemui peneliti,
jenis rokok yang dikonsumsi adalah rokok filter dengan jumlah
konsumsi per hari 2-4 batang.

“dpache pas itu mba..” (W/S8/PEM/013)

“Djarum pertama,, itu Mts sampe selesai..”(W/S7/PEM/026)

“biasanya siang, sore, malem, pas maen, pas dolanan hp paling.
Sehari 4 batang” (W/S7/PEM/049-050)

“Ga mesti mba, tergantung ada uang apa gak.. paling 2 aja si pas
habis makan siang” (W/S9/PEM/0135)

Kebiasaan merokok perokok pemula di pondok pesantren yang
awalnya coba-coba menjadi kecanduan didukung oleh kondisi
lingkungan sekitar perokok pemula. Seperti disampaikan informan

8 berikut
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“Ga,, buat mengisi waktu luang pas bareng temen-temen aja mba.
Karena temen juga ngrokok, nganggur kalo ga ikut ngrokok”
(W/S8/PEM/022-023)

Informan 1 mengungkapkan bahwa persoalan perokok
pemula menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari keluarga,
lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu
diperlukan keteladanan dari orang sekitar untuk mencegah perilaku
perokok pemula sebagai bentuk komitmen dalam implementasi
kebijakan kawasan tanpa rokok.

“Di lingkungan sekolah bisa saja guru mengawasi untuk siswa
siswa tidak merokok, tapi ketika sudah pulang? -Bagaimana
pengawasannya? Malah kadang orang tua menyuruh anak nya
untuk membelikan rokok di warung. Kebijakan kawasan tanpa
rokok di lingkungan sekolah malah sudah di tegaskan dengan
Permendikbud No. 46 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok
di Sekolah” (W/S1/PEM/124-137)

Hal senada juga disampaikan oleh informan 3

“Agak sulit mengendalikan perokok pemula ini, diperlukan
keteladanan dari orang tua, juga perlu komitmen dari sekolah-
sekolah untuk menanamkan bahaya merokok sejak dini dan
menindak secara tegas bagi anak yang merokok sehingga
menimbulkan efek jera. Tapi ya itu mba, sulit sekali.. berbagai cara
sudah dilakukan, seperti memberikan peringatan di bungkus rokok
tentang bahaya merokok, melarang merokok di lingkungan belajar,
dan di Kota Pekalongan secara tegas ada peraturan larangan
reklame rokok, tetapi ya ternyata masih kurang efektif ya
mba..” (W/S3/PEM/108-116)

Untuk mengatasi permasalahan diatas, informan 2
memberikan masukan mengenai beberapa hal yang dapat dilakukan

untuk mencegah perilaku perokok pemula yaitu dengan melakukan
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sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok dan bahay rokok langsung
ke remaja, menaikkan harga rokok dan yang terpenting adanya
komitmen dari lingkungan sekitar remaja untuk memberikan
contoh teladan baik kepada remaja dengan tidak merokok. Berikut
pernyataannya :
“Ya itu mba, perlu sosialisasi langsung ke remaja, anak-anak
tentang bahaya rokok, trus sosialisasi juga ke keluarga dan
sekolah-sekolah untuk mencegah anak itu merokok, dan yang
terpenting menurut saya si sosok teladan, baik di rumah, sekolah,
dan di tempat-tempat umum agar tidak merokok di depan anak-
anak. Harga rokok juga dimahalin mba, jadi ga terjangkau anak-
anak” (W/S2/PEM/116-120)

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan informan 8 tentang cara

perokok pemula ini berhenti merokok sebagai berikut :

“pabrike di bakar, ga jual tembakau,,” (W/S8/PEM/060)

“Ya kalo pacarnya cantik, nyuruh berhenti ngrokok ya berhenti

Mba.. hehehe” (W/S8/PEM/067)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi dari
aspek disposisi didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Sebagian besar implementor di pondok pesantren mempunyai
sikap dan komitmen yang kuat dalam mendukung
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dibuktikan
dengan sikap tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Akan
tetapi, ditemukan fenomena pimpinan daerah sebagai ketua tim

Pembina KTR dan beberapa pelaksana di pondok pesantren

kurang mendukung implementasi kebijakan kawasantanpa
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rokok ditunjukkan dengan sikap merokok di kawasan tanpa
rokok.

2. Keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok
pada perokok pemula khususnya di pondok pesantren
dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para implementor dan
lingkungan sekitar. Salah satu faktor yang mempengaruhi
perilaku merokok pada perokok pemula adalah perilaku
merokok dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu
diperlukan keteladanan sikap tidak merokok di kawasan tanpa
rokok.

d. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi dalam penelitian ini berkenaan dengan
kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara
implementasi kebijakan KTR pada perokok pemula di Kota

Pekalongan. Indikator aspek struktur birokrasai yang penting dari

setiap organisasi adalah adanya struktur organisasi dan prosedur

operasi yang standar (standar operating procedure atau SOP).

Berikut hasil wawancara mendalam kepada informan terkait

dengan struktur birokrasi :

Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kota
pekalongan didasarkan pada peraturan daerah kota pekalongan
nomor 19 tahun 2012 dengan petunjuk teknisnya melalui SK

Walikota Pekalongan. Dalam SK Walikota Pekalongan tersebut,
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disebutkan beberapa struktur organisasi yang mendukung
implementasi, mulai dari tim Pembina, tim pengawas sampai
dengan tim penegak perda. Berikut keterangan informan 1

“O.. tentu ada, mulai dari Tim Pembina yang diketuai Walikota
Pekalongan, dan anggotanya seluruh jajaran Forkompinda (forum
komunikasi pimpinan daerah) seperti Kapolres, Dandim, Kepala
Kejaksaan. Dibawah tim pembina, ada tim pengawas yang diketuai
Sekda dengan anggotanya yaitu semua jajaran dibawah sekda,
semua Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan,
camat, lurah, dll. Selain itu, ada tim penegak Perda yang diketuai
Kepala Satpol PP” (W/S1/STRB/055-061)

Hal senada diungkapkan informan 3,

“Ada dari Dinas Kesehatan, kepolisian, kodim, kejaksaan, dishub.
Semua tergabung dalam tim pelaksana perda kawasan tanpa
rokok” (W/S3/STRB/006-007)

“Yang menetapkan Walikota.. ada SK nya kok, yang
ditandatangani Walikota” (W/S3/STRB/019)

“SK nya atas nama pribadi dan instansi karena kalau tidak salah
diperbaharui tiap tahun” (W/S3/STRB/021)

“Pertama, Walikota sebagai Pelindung, kemudian ada dari Dinas
Kesehatan sebagai leading sector pelaksana, ada dari Dinas
Perhubungan, Polres, Kodim, Dinas Pendidikan.. itu seingat saya”
(W/S3/STRB/027-129)

Terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), ada
beberapa SOP yang berhubungan dengan sosialisasi dan penegakan
Perda.  Untuk sosialisasi, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan
AMPAR. AMPAR mendapat tugas untuk sosialisasi sekaligus
survey efektifitas implementasi KTR di lembaga pendidikan,

seperti disampaikan informan 2 sebagai berikut :
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“Untuk AMPAR sendiri, melakukan survey ke beberapa lokasi dari
tingkat TK, yah lembaga pendidikan ya, kelompok bermain juga..
disana juga menanyakan masih ditemukan putung rokok apa ga’?
Stiker itu tertempel apa ga?” (W/S2/STRB/037-039)

“Iya, dalam bentuk kuesioner untuk kepala lembaga
pendidikannya” (W/S2/STRB/046)

“Kita kan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Jadi itu si dari
Ibu Puji sendiri langsung menginstruksikan ke AMPAR, ni
tugasnya dari Dinas Kesehatan untuk yang survey. Petugasnya
orang-orang AMPAR. Dari segi pendanaan ya dari Dinas
Kesehatan, kuesioner juga dari Dinas Kesehatan, Cuma tim
pelaksananya dari AMPAR” (W/S2/STRB/057-060)
“Hasil mentahnya kita serahkan ke Dinas Kesehatan, feedback nya
belum, aku nya belum tau. Pokoknya semua data di serahkan ke
Dinas Kesehatan. Kan ada pembagian tugas, atau ada beberapa
tim yang terjun, ya beberapa orang si yang survey. Itu data
langsung di kumpulkan ke bu Puji..”(W/S2/STRB/070-073)
Jadi, AMPAR sebagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli
terhadap kawasan tanpa rokok diberikan tugas untuk melakukan
survey sekaligus sebagai wahana sosialisasi kepada lembaga
pendidikan. Survey dilakukan kepada lembaga pendidikan mulai
dari PAUD sampai dengan SMP. Prosedurnya yaitu melalui
kuesioner yang dibagikan ke pimpinan lembaga, dan ceklist untuk
observasi kawasan. Hasil survey diserahkan . kepada dinas
kesehatan untuk diolah. AMPAR tidak mempunyai kewenangan
mengolah ‘data. Semua dana yang dibutuhkan dalam survey
ditanggung oleh dinas kesehatan.

Selain sosialisasi, terdapat SOP dalam pelaksanaan

kawasan tanpa rokok yaitu SOP penegakan perda. Penegakan perda

ini menjadi tanggung jawab Satpol PP dengan tetap berkoordinasi
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dengan Dinas Kesehatan dan tim pelaksana yang lain. Beberapa
standar operasional dalam penegakan perda dapat dilihat sebagai
berikut :

Informan 1 menyatakan bahwa razia atau penegakan perda sudah
pernah dilakukan oleh tim penegak perda di semua area kawasan
tanpa rokok. Tim penegak perda menggunakan beberapa atribut
sebagai identitas dan kelengkapan razia.

“Disemua kawasan tanpa rokok sudah pernah dilaksanakan razia.
Misalnya dulu pada saat razia di jatayu, tim yang tergabung dari
dinkes, satpol, kepolisian, TNI berkumpul berkumpul di museum
batik untuk mempersiapkan dan memakai  kelengkapan
pakaian,seperti topi, sarung tangan, rompi, ikat lengan, ceklist,
dll” (W/S1/STRB/063-066)

Begitu juga disampaikan informan 3 sebagai tim penegak perda,

“Satpol PP sebagai tim pelaksana terutama dalam hal penegakan
Perda. Satpol PP bersama tim dari dinas instansi yang lain
melakukan sidak di kawasan tanpa rokokdan memfasilitasi
dilaksanakannya sidang di tempat bagi pelanggarnya”
(W/S3/STRB/002-004)

Dalam melaksanakan razia, ada beberapa prosedur yang harus
dilakukan tim, seperti diungkapkan informan 1

“Ya yang dilakukan pada saat razia melaksanakan sesuai 8
indikator razia kawasan tanpa rokok. Melihat apakah ada orang
yang merokok, apakah ada papan tulisan kawasan tanpa rokok,
ada tidak iklan tentang rokok, terus,, mmm,, apakah ada penjual
rokok, apakah ada asbak kalo misal di kantor atau tempat kerja,
apakah ada tulisan dilarang merokok” (W/S1/STRB/074-077)

“Iya mb, karena nanti pada saat razia razia jika mendapatkan
orang sedang merokok langsung diminta rokoknya, kemudian pada
saat razia melihat di dalam tempat sampah apakah ada putung
rokok, jika terdapat putung rokok maka ada perokok. Nah, petugas
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juga membawa chek list dll sebagai tanda pengenal agar
masyarakat mudah mengenali klo itu petugas” (W/S1/STRB/068-
072)

Hasil dari razia tersebut kurang memberikan dampak positif karena
selama ini yang terjadi hanya sebatas surat teguran bagi instansi
yang melanggar. Belum ada pemberian denda maksimal sebesar
Rp.50.000.000,- . Hal ini disampaikan informan 1 dan diperkuat
oleh informan 3

“Selama ini belum ada tindak lanjut dengan memberikan sanksi
kepada pelanggar oleh pembina. Jika ada pelanggaran misalnya di
instansi, maka akan di laporkan oleh dinkes dalam rapat
koordinasi bersama sekda, kemudian membuat laporan dan
rekomendasi kepada pembina walikota. Setelah itu ada tindak
lanjut mengenai pelanggaran tersebut dengan memberikan surat
teguran agar pengawasan kawasan tanpa rokok lebih
diitingkatkan” (W/S1/STRB/081-086)

“Biasanya nanti diberikan surat yang ditujukan ke instansi.. tapi
semua yang membuat Dinas Kesehatan. Saya kurang tau tindak
lanjut yang lainnya karena satpol hanya sebatas melakukan razia
saja, untuk tindak lanjut ke instansi-instansi pelanggar setelah
dilaporkan Pak Wali menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan”
(W/S3/STRB/053-056)

Akan tetapi, belum ada standar operasional prosedur di tingkat kota
yang mengatur mengenai perokok pemula. Ketentuan-ketentuan
yang diterapkan kepada perokok pemula secara umum sama
dengan ketentuan peraturan daerah. Hal ini diungkapkan oleh
informan 1 dan 3 mengenai SOP razia kepada perokok pemula

“Tidak ada mba, razia kita ya secara umum di area kawasan tanpa
rokok. tidak ada yang secara khusus merazia anak sekolah atau
remaja yang merokok di kawasan tanpa rokok, hanya saja

kebetulan saja kalau kita razia ada anak sekolah yang ikut terkena
razia (W/S1/STRB/094-096) ”
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“Tidak ada dasar tindakan ke perokok pemula. Tujuan nya
memang ada untuk menurunkan jumlah perokok pemula, tapi
aturan untuk razia ke perokok pemula tidak ada. Razia hanya
untuk anak sekolah yang bolos dan merokok. Biasanya di tempat
tongkrong kita temukan anak sekolah yang bolos, kita kumpulkan
di kantor dan kita kivim surat untuk dipanggil orang tua nya. Jika
ada anak sekolah yang bolos itu merokok juga akan di bina dengan
diberikan pengetahuan tentang rokok. Kalo razia di tempat umum
ada anak nongkrong nongkrong atau tanda kutip yang bukan
orang pekalongan, kita tampung di RPSBM (W/S3/STRB/95-102)”

Razia terhadap perokok pemula hanya bisa dilakukan oleh lembaga
pendidikan yang secara langsung berhubungan dengan perokok
pemula. Hal ini yang dilakukan oleh pondok pesantren sebagai
salah satu lembaga pendidikan yang erat kaitannya dengan perokok
pemula. Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh
pondok pesantren yaitu santri tidak boleh merokok di dalam
pondok pesantren. Aturan tersebut tertulis dalam tata tertib pondok
pesantren. Apabila melanggar aturan tata tertib diatas akan dikenai
sanksi atau takzir. Berikut pernyataan informan 5, 7 dan 8

“Ga boleh ngrokok di pondok mba, ada aturannya”
(W/S7/PEM/006)

“Ga boleh mba, ada tata tertibnya kok kalau santri tidak boleh
ngrokok di pesantren. Di sekolah juga ga boleh ngrokok”
(W/S8/PEM/027-028)

“Dari pihak kita selain sosialisasi untuk aturan dan aturan sangsi
kita juga terapkan. Ketahuan kita sangsi” (W/S5/STRB/040-041)

“Semisal kok terjadi hal-hal yang tidak patuh dengan aturan kita,
sebagai konsekuensinya ketika kedapetan santri itu merokok baik
di dalam lingkungan pondok maupun diluar lingkungan pondok,
nanti akan dikenai sangsi. Kalo istilah pesantren itu takziran”
(W/S5/PEM/017-019)
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“karena diawasi pengurus sii.. kalau ketahuan ditakzir atau
istilahnya dihukum” (W/S8/PEM/030)

Pada kenyataannya, kendati razia dan pemberian hukuman
dilakukan oleh pengurus tidak membuat efek jera kepada
pelanggarnya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan informan 8
sebagai perokok pemula di pondok pesantren.

“Ya habis itu si malu mba, jadi agak mikir kalau mau ngrokok..
tapi habis itu ya tetep ngrokok, cari-cari waktu aman lah.
Hahahaha” (W/S8/PEM/040-041)

Berbeda dengan informan 8, informan 7 merasa jera dengan sanksi
yang diberikan pengurus. Berikut pernyataannya

“Malu mba.. kalau saya si sudah tidak ngrokok lagi habis ditakzir
itu” (W/S7/PEM/130)

Pernyataan tersebut dikuatkan dengan pernyataan informan 5 :

“Ga terlalu banyak mba.. yang nyuri-nyuri merokok di lingkungan
pesantren ada, tapi tidak banyak, karena biasanya kalau sudah di
takzir jadi malu.. apalagi dihadapan santri putri dan pak yai”
(W/S5/PEM/044-046)

Berbeda dengan yang dilakukan tim pelaksana KTR,
standar opeasional prosedur DPRD berhubungan dengan fungsinya
sebagai pembuat kebijakan, yaitu
“Standar operasi di DPRD dengan dilakukan dengan
melaksanakan fungsi DRPD antara lain Fungsi anggaran:
membahas dan menyetujui anggaran untuk menegakkan Perda,
Fungsi pengawasan: melakukan pengawasan pelaksanaan Perda,

dan Fungsi pembentukan Perda: membahas dan menyetujui proses
penyusunan Perda” (W/S4/STRB/088-091)
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Dengan demikian, standar operasional prosedur dalam
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok berbeda-beda sesuai
dengan peran dan fungsinya. Pembuat kebijakan mempunyai SOP
yang berkaitan dengan fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan
fungsi pembentukan perda. Sedangkan tim pelaksana dan
penegakan perda mempunyai SOP yang berkaitan dengan
sosialisasi dan razia. SOP dibuat dalam rangka mendukung
keberhasilan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota
Pekalongan. Selain itu, secara kelembagaan pelaksana kebijakan
kawasan tanpa rokok sudah mempunyai struktur organisasi yang
ditetapkan melalui SK Walikota. Pelaksana tersebut terdiri dari tim
Pembina, tim pelaksana, tim pengawas, dan tim penegak perda.

Sedangkan yang berkaitan dengan perokok pemula, tidak
ada SOP maupun regulasi khusus mengenai perokok pemula.
Hanya saja di pondok pesantren terdapat peraturan tata tertib
larangan merokok bagi santri di kawasan tanpa rokok. Tim
pelaksana sekaligus sebagai tim penegak peraturan yaitu pengurus
pondok pesantren. Sanksi yang dikenakan kepadé pelanggar tidak
berupa denda uang melainkan berupa “takzir” penggundulan
rambut, sabet, dan membersihkan kamar mandi disesuaikan dengan

tradisi pondok pesantren.
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C. Pembahasan
- Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik yang
terletak antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi
kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan telah
direncanakan dengan sangat baik namun kurang diimplementasikan secara
baik oleh para pelaksana kegiatan maka peluang terjadinya kegagalan
sangatlah besar.

Dalam bukunya Subarsono (2015) menuliskan bahwa suatu kebijakan
yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy makers tidak dapat
menjamin keberhasilan kebijakan tersebut dalam implementasinya. Ada
beberapa variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan
baik yang bersifat individual maupun kelompok atau instifusi. Implementasi
dari suatu program akan melibatkan berbagai upaya yang dilakukan oleh
policy makers untuk mempengaruhi perilaku pelaksana kebijakan agar
bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran.

Sebagai kebijakan yang bersifat fop down, kebijakan kawasan tanpa
rokok tidak diinisiasi oleh permasalahan masyarakat kota Pekalongan secara
khusus, melainkan merupakan amanat undang-undang kesehatan nomor 36
tahun 2009 yang mewajibkan setfap pemerintah daerah untuk mengeluarkan
peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Perintah tersebut merupakan
konsekuensi dari kebijakan pengendalian tembakau di tingkat pusat untuk
mengétasi dampak buruk dari rokok bagi kesehatan. Pendekatan top down

mengasumsikan bahwa hal-hal yang sudah diputuskan (policy) adalah
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alternatif terbaik, dan agar mencapai hasil maka kontrol administrasi dalam
pengimplementasiannya adalah hal mutlak (Anggara, 2014). Ciri dari
pendekatan ini adalah memandang pembuatan kebijakan sebagai suatu
proses yang berlangsung secara rasional. Implementasi adalah
melaksanakan tujuan yang telah dipilih dengan menentukan tindakan-
tindakan rasional untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi
sebagai proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk
mencapai tujuan. Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa setiap
kegagalan kebijakan dalam mencapai dampak yang diinginkan, harus dicari
faktor-faktornya dari kegagalan proses implementasi membangun mata
rantai hubungan sebab akibat agar kebijakan bisa berdampak.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kawasan tanpa
rokok sesuai perda nomor 19 tahun 2012 pada perokok pemula dengan
melihat fenomena perokok pemula di pesantren digunakan pendekatan
model implementasi George Edward III yang menitikberatkan pada aspek
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dari implementor.
Beberapa faktor yang memperngaruhi implementasi kebijakan kawasan
tanpa rokok di kota Pekalongan yaitu sebagai berikut :

a. Komunikasi
Edward III (1980) menyatakan bahwa komunikasi merupakan
unsur penting bagi implementasi sebuah kebijakan publik yang efektif.

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian kebijakan

tujuan dari implementasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43259.pdf

112

pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.
Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila
komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan
dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada personalias
yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikanpun harus tepat,
akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat
keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam
melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat
(Agustino, 2016)

Selain itu, Edward juga menegaskan bahwa komunikasi dalam
organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan rumit.
Sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang
berbeda. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang
bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui
apakah mereka dapat melakukannya. Implementasi kebijakan harus
diterima oleh semua pihak dan harus mengerti secara jelas dan akurat
mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat
kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya
mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Ketika
para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka
lakukan, maka jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang
optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara

serius akan mempengaruhi implementasi kebijakan (Subarsono, 2015).
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Berdasarkan hasil penelitian aspek komunikasi dalam penelitian
ini adalah aspek yang berkenaan dengan bagaimana kebijakan KTR
yang ada di Kota Pekalongan dikomunikasikan pada organisasi dan atau
publik setempat melalui transmisi, kejelasan informasi dan konsistensi
informasi tentang KTR.

Bentuk komunikasi yang dilakukan implementor tingkat kota
ada dua macam yaitu sosialisasi dan koordinasi. Sosialisasi dilakukan
melalui penyuluhan-penyuluhan dan survey langsung kepada sasaran di
tujuh kawasan tanpa rokok. Dalam melaksanakan sosialisasi, dinas
kesehatan sebagai leading sector program bekerjasama dengan AMPAR
(Asosiasi Masyarakat Pekalongan Peduli Asap Rokok). Hal ini
dimaksudkan agar masyarakat mempunyai peran serta dalam
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di kota Pekalongan sesuai
dengan bab VII pasal 24 Perda Nmor 19 tahun 2012. Salah satu bentuk
peran serta masyarakat yang disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) yaitu
keikutsertaan dalam pemberian bimibingan dalam penyuluhan, serta
penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa
Rokok.

Selain itu, bentuk komunikasi lain dalam implementasi
kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu rapat koordinasi antar pelaksana
kegiatan yang terdiri dari tim pembina, tim pengawas, dan tim penegak
Perda. Koordinasi ini dilakukan secara periodik mulai dari sebulan

" sekali, 3 bulan sekali, dan 6 bulan sekali. Tujuan dari rapat koordinasi
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ini sebagai media perencanaan, monitoring dan evaluasi program
selama 1 tahun. Berdasarkan hasil penelitian rapat koordinasi ini cukup
efektif sebagai sarana komunikasi antar implementor di tingkat kota.
Melalui rapat koordinasi ini informasi mengenai program disampaikan
secara langsung kepada para implementor sehingga informasi yang
diterima menjadi jelas dan tidak terdistorsi. Koordinasi antar instansi ini
sesuai dengan peraturan daerah kota pekalongan tentang kawasan tanpa
rokok dalam bab V mengenai pembinaan. Pasal 17 ayat (2) butir b
menyebutkan bahwa “Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi
koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat,
kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama®.
Akan tetapi, koordinasi ini tidak berjalan sampai dengan tim pelaksana
di tingkat lembaga/ badan. Dinas Kesehatan belum pernah
mengagendakan rapat koordinasi dengan pondok pesantren sebagai
salah satu lembaga pendidikan pelaksana KTR sehingga tidak ada
umpan balik informasi mengengai pelaksanaan kebijakan KTR yang
berpengaruh pada distorsi informasi di tingkat pelaksana pondok
pesantren.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2106)
koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam
menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik
koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat
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kecil terjadi dalam proses implementasi. Begitu juga sebaliknya, apabila
tidak ada koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat maka besar
kemungkinan distorsi informasi terjadi.

Kejelasan informasi sangatlah penting dalam implementasi
| kebijakan, karena komunikasi atau informasi yang diterima oleh para
pelaksana kebijakén haruslah jelas dan tidak membingungkan.
Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi
kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan
fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan, tetapi pada tataran yang
{ lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak
dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan dan konsistensi informasi
yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan
dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk
dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan
seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi
pelaksana di lapangan (Subarsono, 2015)

Hal ini juga disampaikan Edward dalam (Winarno, 2014),
komunikasi merupakan unsur penting bagi implementasi sebuah
kebijakan publik yang efektif. Melalui komunikasi, perintah untuk

melaksanakan kebijakan diharapkan akan ditransmisikan ke personil

yang tepat dengan cara yang jelas, sementara di sisi lain perintah

tersebut harus akurat dan konsisten. Informasi yang tidak memadai

, dapat menyebabkan kesalahpahaman pada bagian pelaksana yang
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mungkin bingung apa sebenarnya yang diperlukan oleh mereka.
Akibatnya, petunjuk pelaksanaan yang tidak sampai, yang terdistorsi
pada saat transmisi yang tidak jelas, atau yang tidak sesuai, dapat
menyebabkan hambatan serius pada implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kejelasan informasi,
nampaknya informasi mengenai kawasan tanpa rokok sudah bagus di
tingkat implementor kota, akan tetapi mengalami distorsi di tingkatan
lembaga/ badan pelaksana. Pimpinan pondok pesantren sebagai salah
satu pimpinan lembaga yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok
mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan perda kawasan
tanpa rokok. Kebijakan tersebut berkaitan dengan diperbolehkannya
para pengurus dan pengasuh merokok di lingkungan pondok pesantren
walaupun tempatnya di kamar pengurus atau di tempat khusus yang
tidak terlihat santri. Pasal 9 menyebutkan ketentuan tempat proses
belajar mengajar sebagai salah satu kawasan tanpa rokok sebagai
berikut :

1. Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ayat (2) huruf b adalah gedung yang digunakan untuk
kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

2. Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah tempat atau gedung sampai batas terluar area proses
belajar mengajar.

Selain itu, dalam pasal pasal 115 Undang-Undang Kesehatan

menyatakan

Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR pada
tempat proses belajar mengajar wajib melarang setiap peserta didik,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43259.pdf

117

pendidik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan atau
setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar
yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan
merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau
membeli rokok.

Dengan demikian, kebijakan dari pimpinan pondok pesantren
yang memperbolehkan pengurus atau pengasuh merokok di kamar
pengurus atau di tempat khusus yang tidak terlihat santri menyalahi
perda dan undang-undang dikarenakan ketentuan kawasan tanpa rokok
di tempat proses belajar mengajar melarang merokok bagi siapa saja
yang berada di tempat proses belajar mengajar. Kondisi demikian
menunjukkan kurangjelasnya informasi yang diterima pimpinan pondok
pesantren berkaitan dengan ketentuan penerapan kawasan tanpa rokok.
Hal ini berkaitan dengan tidak adanya rapat koordinasi antara
implemetor tingkat kota dengan tim pelaksana di tingkat bawah.

Menurut Suprihanto (2003) dalam Setiono (2016) penyampaian
kqmunikasi secara efektif dapat menemui berbagai hambatan yang
dikategorikan sebagai berikut :

1. Hambatan intrapersonal, yaitu hambatan yang muncul dari dalam
diri pribadi seseorang dalam menyampaikan atau menerima pesan.
Hambatan ini disebabkan oleh persepsi yang selektif dan perbedaan
ketrampilan komunikasi pada masing-masing orang. Persepsi yang
selektif diartikan bahwa setiap orang cenderung hanya memilih

informasi yang mendukung pendapat mereka dan mengabaikan

informasi yang bertentangan. Sedangkan perbedaan ketrampilan
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komunikasi diartikan bahwa setiap orang mempunyai keahlian
dalam berkomunikasi dengan caranya masing-masing yang
mungkin berbeda dengan keahlian yang dimiliki orang lain.

2. Hambatan antar pribadi, yaitu hambatan yang muncul karena
adanya hubungan antara pengirim dan penerima pesan yang terkait
dengan variabel tingkat kepercayaan, kredibilitas dan kesamaan.
Proses komunikasi merupakan hubungan transaksional antara
pengirim dan penerima pesan sehingga sangat terkait dengan
variabel-variabel diatas yang dapat mempengaruhi efektifitas
komunikasi.

3. Hambatan organisasional, yaitu hambatan yang disebabkan karena
adanya perbedaan status hirarkis dan jalur birokratif dalam
organisasi. Status hirarkis yang lebih tinggi akan lebih diterima
dalam menyampaikan informasi begitupun sebaliknya. Sedangkan
penyampaian informasi yang melewati jalur birokratif yang terlalu
panjang, akan mengalami perubahan atau gangguan seperti
penyingkatan atau penambahan informasi dan sebagainya.

4. Hambatan teknologi, yaitu hambatan yang disebabkan oleh bahasa
dan pengertian, isyarat-isyarat non verbal, saluran komunikasi dan
kuantitas komunikasi. Perbedaan-perbedaan pengertian bahasa dan
isyarat pada beberapa daerah dapat menjadi penghambat dalam
penyampaian informasi yang akurat. Pemilihan saluran komunikasi

yang tidak tepat sesuai dengan jenis pesan yang akan disampaikan
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serta kauntitas pesan yang berlebihan dan berteletele, juga akan

menghambat proses komunikasi yang efektif dan akurat.

Selain itu, Winarno (2014) juga menyebutkan beberapa
hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah
implementasi sebagai berikut:

1. Adanya pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan
perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan
terhadap perintah ini akan menimbulkan distorsi seketika terhadap
komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana
menggunakan keleluasaan yang tidak dapat dielakkan dalam
melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum.

2. Informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Penggunaan

sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran
komunikasi yang ditentukan dapat mendistorsikan perintah-
perintah pelaksana.

3. Adanya persepsi yang selektif dan ketidakmauan pelaksana untuk
mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Kadang para
pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba
menduga makna komunikasi yang sebenarnya.

Sebagai upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut, terdapat

E beberapa tindakan yang disarankan yaitu dengan menerapkan metode

umpan balik sehingga dapat memberikan kesempatan pada orang orang

lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya supaya tercipta iklim
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komunikasi dua arah. Kemudian identifikasi dengan baik karakteristik,
latar belakang dan motivasi dari pihak yang terlibat komunikasi serta
rencanakan secara cermat upaya-upaya komunikasi agar mampu
menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, siapa, kapan dan
bagaimana komunikasi dilakukan (Setiono, 2016)

Pendapat lain disampaikan Van Meter Van Horn dalam
(Winarno, 2014) implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran
dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung
jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk
memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar
dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para
pelaksana, serta konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan
tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber
informasi.

Terkait dengan perokok pemula, komunikasi yang disampaikan
kepada perokok pemula ini kurang efektif. Sebagian besar informan
hanya mengetahui adanya larangan merokok di pondok pesantren, dan
belum mengetahui bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh rokok.
Kurangnya pengetahuan mengenai bahaya rokok ini menjadi salah satu
faktor pencetus perilaku merokok di pondok pesantren. Hal ini sesuai
dengan yang disampaikan Notoatmodjo (2007) dalam penentuan sikap
yang utuh, pengetahuan, pikiran dan keyakinan dan emosi memegang

peranan yang penting. Sikap dimulai dari subjek yang telah mendengar
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dan mengetahui tentang dampak yang ditimbulkan oleh rokok dan
bagaimana penc’egahannya. Kemudian pengetahuan ini akan membawa
subjek untuk berpikir dan berusaha supaya diri dari subjek tidak terkena
dampak dari bahaya rokok. Dalam berpikir, komponen emosi dan
keyakinan ikut bekerja sehingga subjek tersebut berniat unfuk menjauhi
atau tidak mencoba untuk merokok sebagai upaya mencegah agar diri
dari subjek tidak terkena dampak bahaya rokok.

Selain itu, penelitian terdahulu oleh Ni Luh Putu pada tahun
2014 tentang pengaruh faktor pengelola terhadap kepatuhan
pelaksanaan peraturan daerah tentang KTR di Kabupaten Bandung
didapatkan hasil bahwa faktor yang meningkatkan kepatuhan adalah
pengetahuan yang baik, sikap yang baik, dukungan yang nyata terhadap
Perda KTR, dan adanya himbauan organisasi. Sedangkan perilaku
merokok pengelola berpengaruh secara bermakna menghambat
kepatuhan.

Hal lain juga disampaikan Notoatmojo (2007), pengetahuan
(Knowledge) merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang
melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. penginderaan
terjadi melaluipancaindera manusia, yakni indra penglihatan,
pendengaran, penciuman, rasa danraba. Sebagian besar pengetahuan
manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Apabila seseorang
menerima perilaku baru atau adopsi perilaku berdasarkan pengetahuan,

kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku akan berlangsung
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lama. Sebaliknya apabila perilaku itu tidak didasari oleh pengetahuan
dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. Sebagai contoh para
siswa dilarang untuk merokok oleh orangtua atau guru di sekolah tanpa
menjelaskan efek atau dampak apa yang akan terjadi, maka para siswa
akan mencoba untuk merokok karena tidak didasari pengetahuan
tentang bahaya rokok dan dampak yang akan terjadi apabila merokok.
(Notoatmodjo, 2007).

Oleh karena itu, diperlukan saluran komunikasi yang efektif
kepada remaja yang rentan menjadi perokok pemula untuk memberikan
pengetahuan dan menentukan sikap positif yang berdampak pada
perilaku tidak merokok. Sosialisasi langsung melalui penyuluhan dan
optimalisaéi media sosial menjadi salah satu bentuk komunikasi yang
efektif untuk memberikan informasi mengenai kawasan tanpa rokok
dan bahaya-bahaya rokok. Penelitian Saskia (2015) menguji Efektifitas
Penyuluhan Tentang Bahaya Merokok Terhadap Sikap Siswa Kelas VI
di SDN Gedog Wetan Turen Kabupaten Malang didapatkan hasil terjadi
perubahan yang signifikan pada sikap siswa tentang bahaya merokok

setelah diberikan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah.

. Sumber Daya

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan
tanpa rokok yang kedua adalah Sumber Daya. Winarno (2014)
mengungkapkan pentingnya sumber daya yaitu perintah-perintah

implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten,
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tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun
; cenderung tidak efektif. Sumber yang penting meliputi: staf yang
memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-
tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk
menerjemahkan ususl-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-
pelayanan publik.
| Ketersediaan Sumber Daya (resources) dalam penelitian ini
adalah aspek yang berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk
melaksanakan kebijakan KTR yang ada di Kota Pekalongan khususnya
pada perokok pemula. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf,
keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan, kewenangan yang
| menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sasaran, serta adanya
fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan
kegiatan program.

Berkaitan dengan staf pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok
’ di lingkungan pondok pesantren, berdasarkan hasil wawancara

mendalam kepada pengurus dan santri pondok pesantren staf pelaksana

kebijakan KTR di pondok pesantren yaitu pengurus dan pengasuh.
Pengurus dan pengasuh mempunyai kewenangan untuk menerbitkan
tata tertib internal yang berkaitan dengan larangan merokok di pondok
pesantren. Pengurus dan pengasuh juga berhak melakukan pengawasan

internal kepada seluruh santri di pesantren. Hal ini sesuai dengan
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ketentuan perda kawasan tanpa rokok pasal 6 ayat (3) huruf a yang
menyatakan pimpinan lembaga dan /atau badan berhak untuk
melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang
menjadi tanggungjawabnya.

Berbeda dengan di pondok pesantren, secara umum
pelaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan
didukung oleh staf pelaksana yang ahli dalam bidangnya karena

. melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan
tanpa rokok. Pelaksana kebijakan KTR di tingkat kota meliputi Dinas
Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan,
Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Staf yang masuk dalam struktur
organisasi pelakasana masing-masing instansi adalah yang staf yang
paling berkompeten pada implementasi Perda. Sebagai contoh, dinas
kesehatan menugaskan staf dari bidang promosi kesehatan untuk
melakukan sosialisasi kepada sasaran dan masyarakat, satpol pp
menugaskan staf di bidang penegakan perda yang mempunyai
latarbelakang pendidikan sarjana hukum. Hierarki dalam penugasan pun
jelas dengan adanya tim pembina, pengawas, pelaksana dan penegak
perda yang ditetapkan melalui SK Walikota. Akan tetapi, yang menjadi
permasalahan yaitu belum adanya staf khusus yang menangani perokok
pemula di tingkatan pelaksana kota.

Berkenaan dengan hal tersebut, Edward dalam Subarsono

(2015) menyatakan sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah
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dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara
sempurna karena mereka ;idak bisa melakukap pengawasan dengan -
baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus
dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk
melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang
baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Apabila penambahan
staf pelaksana perda kawasan tanpa rokok di kota Pekalongan tidak
dapat direalisasikan, maka yang dapat dilakukan adalah peningkatan
kompetensi dari para penegak Perda tersebut. Penambahan pengetahuan
mengenai perokok pemula melalui pendidikan dan pelatihan merupakan
salah satu solusi bagi peningkatan kompetensi staf pelaksana.

Edwards III juga menyampaikan (dalam Agustino, 2016),
sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya
manusia (SDM) yaitu staf atau pegawai (street-level bureaucrats).
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-
satunya disebabkan oleh staf/ pegawai yang tidak cukup memadai,
mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan
jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan
implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukuﬁan staf
dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan
kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Hal senada juga disampaikan Van Meter dan Van Horn (dalam

Agustino, 2016) keberhasilan proses implementasi sangat tergantung
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dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia
merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu
keberhasilan proses impementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan
proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang
berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan
yang ditetapkan. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya
itu nihil, maka kinerja kebijakan publik akan sangat sulit untuk
diharapkan.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa ad;anya
dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan
kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan
keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya,
sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia
apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.
Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang cukup dan
handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat (Setiono, 2016).

Fasilitas merupakan aspek sumber daya kedua yang berpengaruh
dalam implementasi kebijakan. Fasilitas bisa berupa bangunan, media,
maupun sarana prasana. Edward III menyampaikan bahwa fasilitas fisik
merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor
mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus

dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasmya,
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tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil (Agustino, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, sarana prasarana atau fasilitas
pendukung dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok sudah
tersedia cukup banyak berupa smoking room, klinik berhenti merokok,
stiker, poster, banner, baliho, pacta integritas, siaran radio dan televisi.
Sebagian besar informan menyatakan sarana pendukung tersebut sudah
memadai dan termanfaatkan dengan baik, hanya untuk smoking room
belum memenuhi standar dan klinik berhenti merokok belum dapat
dimanfaatkan oleh perokok pemula.

Fasilitas yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok di pondok
pesantren yaitu stiker kawasan tanpa rokok dan smoking room. Stiker
dipasang di aula dan di pintu masuk pondok pesantren. Penyediaan
fasilitas ini sesuai dengan kewajiban pimpinah lembaga/ badan
pelaksana kawasan tanpa rokok yang diatur dalam pasal 6 ayat (2)
Perda Kawasan Tanpa Rokok sebagai berikut:

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada kawasan yang telah
ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok wajib memasang tanda-tanda
dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamphlet
dan/atau audio visual di tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung
jawabnya.

Pondok pesantren juga menyediakan fasilitas ruangan merokok
bagi pengurus dan pengasuh. Sebagaimana disampaikan pada hasil

penelitian,  pimpinan  pondok  pesantren - memperbolehkan

pengurus/pengasuh merokok di lingkungan pondok pesantren dan
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disediakan ruang khusus merokok. Berdasarkan observasi peneliti
ruangan khusus merokok tersebut berupa kamar pengurus yang masih
berada dalam gedung pondok pesantren. Menurut perda KTR
keberadaan ruangan khusus merokok ini melanggar ketentuan perda
kawasan tanpa rokok. Sebagai tempat proses belajar mengajar, pondok
pesantren tidak dibolehkan untuk menyediakan ruangan Kkhusus
merokok. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan hanya lembaga/badan pada
tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai
kawasan tanpa rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok.
Dalam pasal tersebut tidak disebutkan tempat proses belajar mengajar
boleh menyediakan ruangan khusus merokok. Hal ini berkaitan dengan
salah satu tujuan dari kebijakan kawasan tanpa rokok yaitu mencegah
perokok pemula. Tempat proses belajar mengajar merupakan
lingkungan yang erat kaitannya dengan remaja yang rentan sebagai
perokok pemula. Oleh karenanya, di tempat proses belajar mengajar
tidak diperkenankan menyediakan ruangan khusus merokok karena
dapat merangsang perilaku perokok pemula akibat melihat orang di
sekitarnya merokok.

Sumber daya yang tidak kalah penting dalam menjalankan
kebijakan yaitu sumber daya finansial atau anggaran. Anggaran terkait
implementasi kawasan tanpa rokok dibebankan pada APBD Kota
Pekalongan melalui Dinas Kesehatan sebesar kurang lebih 100 juta

untuk satu tahun. Penggunaan dana tersebut untuk sosialisasi,
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penegakan perda sampai dengan rehabilitasi. Sedangkan anggaran
khusus implementasi kawasan tanpa rokok pada perokok pemula belum
ada. Keterbatasan anggaran ini akan berpengaruh pada keberhasilan
implementasi kebijakan.

Menurut Setiono (2016) dalam implementasi kebijakan,
anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu
program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab
tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan
berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Van Meter
dan Van Horn (dalam Agustino, 2016) juga menyampaikan bahwa
sumberdaya finansial atau anggaran merupakan faktor penting dalam
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika sumberdaya
manusia yang kompeten dan kapabel sudah tersedia sedangkan kucuran
dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk
merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Hal
senada juga disampaikan Mazmanian Sabatier yang mengungkapkan
bahwa ketersediaan dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat
diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan formal yang
diharapkan (Agusino, 2016).

Sumberdaya terakhir yang juga penting adalah kewenangan
untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk
membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan

staf, maupun pengadaan supervisor. Kewenangan menurut Edward III
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(dalam Agustino, 2016) merupakan otoritas atau legitimasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara
politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di
mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses
implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks lain, ketika wewenang
formal tersebut ada, maka sering feljadi kesalahan dalam melihat
efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan
diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi di sisi
lain efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh
para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kepentingan
kelompoknya.

Berdasarkan hasil penelitian kewenangan implementasi
kebijakan kawasan tanpa rokok sudah berjalan sebagaimana mestinya
Pada tingkatan pelaksana lembaga yaitu pondok pesantren, kewenangan
untuk menjalankan program diserahkan kepada pimpinan pondok
pesantren. Kewenangan ini meliputi peraturan larangan merokok bagi
santri, pemasangan tanda-tanda dilarang merokok, pengawasan internal,
dan pemberian sanksi internal. Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 Perda
Kota Pekalongan tentang Kawasan Tanpa Rokok bagian kedua
mengenai ketentuan lembaga atau badan. Sedangkan kewenangan
pelaksanaan kebijakan KTR di tingkat kota diserahkan kepada Dinas
Kesehatan dan lembaga/badan pelaksana dengan diawasi oleh DPRD

Kota Pekalongan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43259.pdf
131

c. Disposisi / Sikap Implementor

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang ketiga
yaitu disposisi. Disposisi dalam penelitian ini adalah aspek yang
berkenaan dengan sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan KTR.
Indikator disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh
implementor, seperti sikap dan komitmen implementator.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia
akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap
atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses
implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif (Subarsono, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar implementor
mempunyai sikap dan komitmen yang kuat dalam mendukung
implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dibuktikan dengan sikap
tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Dinas Kesehatan, Satpol PP,
dan DPRD mempunyai komitemen yang kuat dalam menjalankan
kebijakan kawasan tanpa rokok. Ada sanksi internal dalam instansi
tersebut bagi staf yang melanggar. Akan tetapi, ditemukan fenomena
lain di tingkat kota, pimpinan tertinggi pemerintahan sebagai ketua tim
Pembina KTR kurang mendukung implemtasi kawasan tanpa rokok ini.
Dalam beberapa kesempatan Walikota Pekalongan menunjukkan sikap
merokok di area kawasan tanpa rokok. Hal ini menjadi kendala penegak

perda untuk melakukan penindakan. Beberapa karyawan pemerinthh
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kota yang kedapatan merokok di kawasan tanpa rokok akan
menggunakan alasan sikap walikota tersebut sebagai pembelaan mereka
sehingga penegakan perda kurang optimal.

Fenomena serupa juga terjadi di pondok pesantren, peraturan
larangan merokok bagi santri tidak berlaku bagi pengurus / pengasuh
pondok pesantren. Sebagian informan menyatakan melihat pengurus
merokok di sembarang tempat. Sedangkan pengurus berpendapat bahwa
peraturan larangan merokok tidak berlaku bagi mereka karena pengurus
sudah dewasa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perilakunya.
Hal yang tidak disadari oleh pengurus bahwa perilaku merokok pada
remaja atau anak muncul dari pengaruh orang yang ada di sekitarnya.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014) menyatakan
para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-
kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan yang terkandung
dalam kebijakan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya penerimaan
terhadap ukuran dasar dan tujuan kebijakan oleh pelaksana kebijakan
akan menjadi pendorong bagi keberhasilan implementas kebijakan.
Beberapa alasan penolakan tujuan kebijakan oleh pelaksana kebijakan
menurut Van Meter dan Van Horn yaitu tujuan kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai
pribadi para pelaksana, kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan
kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan yang ada dan lebih

disenangi.
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Berdasarkan hasil penelitian, diketahui faktor yang
menyebabkan perilaku perokok pemula yaitu lingkungan sekitarnya
baik dari orangtua maupun teman sebaya. Hal ini sesuai dengan yang
disampaikan Hastuti (2010) yang menyebutkan bahwa aktor terbesar
dari kebiasaan merokok dipengaruhi oleh faktor sosial atau lingkungan,
dimana karakter seseorang banyak dibentuk oleh lingkungan sekitar,
baik dari keluarga, tetangga, ataupun teman pergaulannya.
Bersosialisasi merupakan cara utama pada anak-anak dan remaja untuk
mencari jati diri mereka. Dengan melihat apa yang dilakukan orang lain
dan kadang kala mencoba untuk meniru apa yang dilakukan orang lain.
Hal itu merupakan suatu proses yang terjadi pada remaja untuk mencari
jati diri dan belajar menjalani hidup bersosial. Namun sangat
'disayangkan, tidak hanya kebiasaan-kebiasaan yang baik saja yang
ditiru melainkan juga kebiasaan-kebiasaan buruk, termasuk kebiasaan
merokok.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syaifulloh (2013)
tentang Studi Peranan Tokoh Agama Dan Perilaku Merokok Santri Di
Pondok Pesantren Al-Islah Desa Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto
Kota Kediri didapatkan hasil bahwa kebiasaan merokok di pesantren
yang berciri salaf adalah hal yang wajar dan dianggap sudah biasa.
Selain itu, hasil penelitian Syaifulloh (2013) juga menunjukkan bahwa
sebagian besar santri merokok karena terpengaruh oleh orang yang ada |

di sekitarnya. Santri yang merokok sebelum masuk pondok karena
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ayah, kakek, teman bermain sedangkan santri yang baru merokok
setelah masuk pondok disebabkan oleh santri lain yang merokok serta
Kiai yang juga merokok. Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil
tersebut bahwa perilaku merokok pesantren disebabkan dari lingkungan
dalam dan lvar pesantren. Lingkﬁngan dalam yang dimaksud adalah
pengaruh dari sesama santri dan Kiai, sedangkan lingkungan luar adalah
pengaruh dari keluarga (ayah, kakek) dan teman bermain.

Hal senada juga disampaikan oleh Azwar (1995), pada masa
anak-anak dan remaja, orangtua biasanya menjadi figure yang paling
berarti bagi anak. Interaksi antara anak dan orangtua merupakan
determinan utama sikap anak. Sikap orangtua dan sikap anak cenderung
untuk selalu sama sepanjang hidup. Namun, biasanya apabila
dibandingkan dengan pengaruh teman sebaya maka pengaruh sikap
orangtua jarang menang. Hal ini terutama benar pada anak-anak remaja
sekolah menengah dan perguruan tinggi. Seorang anak yang biasanya
belum kritis mengenai suatu hal, akan cenderung mengambil sikap yang
serupa dengan orangtuanya dikarenakan adanya proses imitasi atau
peniruan terhadap model yang dianggapnya penting. Akan tetapi,
apabila terjadi pertentangan antara sikap orangtua dan sikap teman
sebaya dalam kelompok anak tersebut, maka anak akan cenderung
mengambil sikap yang sesuai dengan sikap kelompok.

Jika seseorang yang bukan perokok, hidup atau berkerja

bersama dengan seorang perokok, secara otomatis salah satunya akan
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terpengaruh. Mungkin yang bukan perokok mulai mencoba merokok,
mungkin juga sebaliknya yang perokok mengurangi konsumsi rokok.
Baik disadari maupun tidak disadari, adaptasi tersebut dilakukan untuk
berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berusaha untuk
diterima di lingkungan sosialnya (Yusuf, 2008).

Perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya
meninggalkan sikap dari perilaku kekanak-kanakan serta berusaha
untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa.
Sikap merupakan salah satu aspek psikologis individu yang sangat
penting karena sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku
sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Sikap setiap orang
berbeda atau bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya
sehinggaperilaku individu menjadi bervariasi (Ali M dan Asrori M,
2011)

Keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok
terkait perokok pemula dipengaruhi oleh sikap dan komitmen para
implementor dan lingkungan sekitar. Menurut Edwards III dalam
Winarno (2014), sikap dan komitmen merupakan salah satu faktor yang
mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang
efektif. Ketika para implementor mempunyai sikap dan komitmen yang
positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka
akan muncul kemungkinan yang cukup besar untuk terlaksananya

implementasi suatu kebijakan sesuai dengan yang diharapkan. Namun
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jika para implementor bersikap sebaliknya, memiliki sikap dan
komitmen yang negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan
karena adanya konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan
menghadapi permasalahan yang serius bahkan penolakan.

Sikap dari pejabat publik menurut Nugroho (2013) merupakan

salah satu bentuk dari kebijakan publik yang berkenaan dengan

| pernyataan dan perilaku pejabat publik. Pernyataan pejabat publik harus

dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnya.
Dengan demikian setiap penjabat publik harus bijaksana dalam
mengemukakan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan tugas
dan kewenangan dari lembaga publik yang diwakilinya. Sedangkan
perilaku kebijakan publik berkenaan dengan gesture atau gaya dari
pimpinan. Perilaku dari pejabat publik akan ditiru oleh rakyatnya. Jadi,
dengan memasukkan gesture sebagai salah satu bentuk kebijakan
publik, maka pejabat publik mempunyai kewajiban baru yaitu berhati-
hati dalam melakukan gesrure kepada publik. Dalam implementasi
kebijakan kawasan tanpa rokok ini, menurut beberapa informan
pimpinan daerah dan pimpinan pondok pesantren sebagai pejabat publik
telah melakukan tindakan atau sikap tidak mendukung kebijakan
kawasap tanpa rokok dengan perilku merokok di kawasan tanpa rokok.
Oleh karenanya, tindakan tersebut dapat diartikan sebagai kebijakan
baru oleh masyarakat dan santri. Hal ini berpengaruh pada keberhasilan

implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43259.pdf

137

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam penelitian ini berkenaan dengan
kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara
implementasi kebijakan KTR di Kota Pekalongan. Indikator aspek
struktur birokrasai yang penting dari setiap organisasi adalah adanya
prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedure atau
SOP).

SOP merupakan pedoman tentang urut-urutan aktifitas yang
harus diselesaikan dalam pelaksanaan sebuah pekerjaan. Dengan
adanya pedoman tersebut, maka implementor dapat menjamin sebuah
pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, dan hasilnya sesuai dengan
yang diharapkan.

Pada dasarnya setiap kegiatan atau pekerjaan pastilah memiliki
langkah-langkah pelaksanaan yang harus dilakukan untuk mencapai
tujuan dari pekerjaan tersebut. Langkah-langkah yang sistematis, efektif
dan efisien dari segi waktu dan sumber daya, serta berlaku secara
umum, maka perlu ditetapkan menjadi SOP sebagai pedoman bagi siapa
saja yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Karena pertimbangan
tersebut, maka penyusunan SOP harus dilakukan oleh personel yang
berpengalaman terhadap bidang kerja tersebut, dengan asumsi personel
tersebut mampu menggambarkan bagaimana pekerjaan dilakukan
dengan optimal Oleh karena itu, setiap pekerjaan semestinya ditetapkan

dalam SOP, supaya para implementor mampu mengoptimalkan waktu
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yang tersedia dan SOP juga dapat berfungsi untuk menyeragamkan
tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar
luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas dan kesamaan dalam
penerapan kebijakan (Amir, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, pada lingkungan pondok pesantren
SOP yang dilaksanakan dalam mengimplementasikan kawasan tanpa
rokok adalah dengan cara membuat peraturan tertulis yang disebut
“draft” atau peraturan lokal yang dimiliki pondok pesantren tentang
larangan merokok di lingkungan sekolah ataupun pondok pesantren.
SOP yang dibuat internal pondok pesantren menjadikan siswa atau
santri dapat mencegah terjadinya perilaku merokok di lingkungan
pondok pesantren dan sekaligus memberikan efek jera bagi
pelanggarnya karena terdapat sangsi atau hukuman langsung berupa
“sabet” atau cambuk dan penggundulan rambut di hadapan siswa lain.
Akan tetapi belum cukup efektif karena sebagian informan masih
melakukan praktik merokok secara sembunyi-sembunyi di dalam
maupun di luar pondok pesantren.

Pemberian sanksi hukum pada pelanggar kebijakan publik
diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga tujuan dari kebijakan
itu dapat tercapai. Agustino (2016) menyatakan bahwa faktor penentu
keefektifan implementasi kebijakan publik yaitu dengan pemberian
sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu

kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut
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terkena dampak sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu
kebijakan seperti denda, kurungan atau sanksi lainnya. Oleh karena itu,
salah satu strategi yang sering digunakan oleh pembuat kebijakan agar
subyek kebijakan menjalankan arahan kebijakan yaitu dengan
menghadirkan sanksi hukum pada setiap kebijakan yang dibuatnya.

Berkaitan dengan implenetasi KTR di tingkat kota, implementor
kebijakan kawasan tanpa rokok mempunyai SOP yang berbeda-beda
sesuai dengan tugas dan fungsinya. DPRD Kota Pekalongan sebagai
pembuat kebijakan memiliki SOP yang berkaitan dengan fungsi DRPD
yaitu fungsi anggaran: membahas dan menyetujui anggaran untuk
menegakkan Perda, fungsi pengawasan: melakukan pengawasan
pelaksanaan Perda dan Fungsi pembentukan Perda. Sedangkan satpol
PP sebagai penegak perda memiliki SOP terkait penegakan perda.
Akan tetapi, belum ada SOP khusus yang mengatur tentang
implementasi KTR pada perokok pemula. Ketentuan yang diterapkan
kepada perokok pemula sama dengan ketentuan KTR secara umum.
Satpol PP sebagai tim penegak perda tidak bisa menindak secara khusus
perokok pemula yang melanggar Perda.

Selain SOP, menurut Subarsono (2015) struktur organisasi yang
bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang
panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan

red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks ini pada
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gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Berkaitan
dengan struktur organisasi, berdasarkan hasil peneltian implementasi
kebijakan kawasan tanpa rokok mempunyai struktur organisasi yang
jelas dengan diterbikannya Surat Keputusan Walikota Pekalongan
tentang Tim Pembina KTR tingkat kota, Tim Fasilitasi Pokja, Tim
Pengawas tingkat kota, Tim Penegak tingkat kota, dan Tim Pengawas
Internal. Dengan adanya struktur organisasi yang ditetapkan melalui
SK, diharapkan para implementor dapat menjalankan tugasnya sesuai
dengan peran dan fungsinya sehingga implementasi kebijakan kawasan
tanpa rokok dapat berjalan efektif. Sedangkan struktur organisiasi
pelaksana kebijakan kawasan tanpa rokok di pondok pesnatren
disesuaikan dengan struktur internal pondok pesantren.

Akan tetapi, belum ada regulasi dan struktur organisasi khusus
yang mengatur implementasi KTR pada perokok pemula sehingga
ketentuan implementasi kebijakan ini sama dengan ketentuan
masyarakat umum. Padahal berdasarkan hasil kajian teorits dan
observasi permasalahan utama implementasi kawasan tanpa rokok di
Kota Pekalongan yaitu masih tingginya proporsi perokok pemula
sehingga membutuhkan penanganan di tingkat kota seara
komprehenshif. Oleh karenanya diperlukan regulasi khusus yang
mengatur bagaimana implementasi kebijakan KTR pada perokok

pemula.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43259.pdf

BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19

Tahun 2012 pada Perokok Pemula di Kota Pekalongan, dapat disimpulkan hal

sebagai berikut :

1. Aspek komunikasi berkaitan dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Komunikasi mengenai kawasan tanpa rokok pada lembaga pelaksana
pondok pesantren kurang efektif karena terjadi distorsi informasi.
Informasi mengenai ketentuan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di
pondok pesantren yang termasuk dalam area proses belajar mengajar tidak
diterima dengan baik oleh pimpinan pondok pesantren. Bentuk distorsi
informasi di pondok pesantren ini berkaitan dengan kebijakan dispensasi
merokok bagi pengurus dan pengasuh pondok pesantren. Kebijakan ini
bertentangan dengan Perda KTR yang melarang siapapun merokok di area
proses belajar mengajar. Salah satu penyebab distorsi informasi ini yaitu
tidak adanya umpan balik oleh implementor tingkat kota terhadap
informasi yang disampaikan karena rapat koordinasi yang dilakukan di
tingkat kota baru sebatas antar implementor kota, belum sampai kepada

badan pelaksana pondok pesantren.
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Selain itu, pengetahuan santri mengenai bahaya rokok masih rendah yang

menjadi salah satu faktor pehcetus perilaku merokok pada santri

merupakan indikator kurang efektifnya komunikasi yang dilakukan
implementor di tingkat kota maupun pondok pesantren.

2. Aspek sumberdaya berkaitan dengan staf pelaksana, fasilitas, anggaran dan
kewenangan. Dari aspek staf pelaksana, tidak ada staf pelaksana khusus
tingkat kota yang menangani permasalahan perokok pemula. Begitupun di
pondok pesantren, tidak ada staf khusus pelaksana kawasan tanpa rokok.
Staf pelaksana di pondok pesantren yaitu pengasuh dan pengurus pondok
pesantren. Aspek fasilitas, fasilitas untuk perokok pemula hanya berupa
stiker kawasan tanpa rokok yang tertempel di pondok pesantren dan
smoking room yang disediakan oleh pimpinan pondok pesantren. Akan
tetapi, keberadaan smoking area di kawasan pondok pesantren
bertentangan dengan perda KTR. Aspek anggaran atau dana, tidak ada
dana khusus yang disediakan dalam implementasi KTR pada perokok
pemula di pondok pesantren. Sedangkan Aspek kewenangan berkaitan

dengan kewenangan implementor tingkat kota maupun pondok pesantren

dalam mengimplementasikan perda KTR pada perokok pemula.

Berdasarkan hasil penelitian kewenangan implementasi kebijakan kawasan
tanpa rokok sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pada tingkatan
pelaksana lembaga yaitu pondok pesantren, kewenangan untuk

menjalankan program diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren.

Sedangkan kewenangan pelaksanaan kebijakan KTR di tingkat kota
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diserahkan kepada Dinas Kesehatan dan lembaga/badan pelaksana dengan

diawasi oleh DPRD Kota Pekalongan.

. Aspek disposisi. Aspek disposisi dalam hal ini adalah sikap dan

komitment dari pelaksana program. Komitmen untuk menegakkan perda
terkendala oleh lemahnya figur pemimpin yang masih melakukan praktik
merokok pada KTR. Fenomena ini terjadi secara umum di Kota
Pekalongan dan secara khusus di pondok pesantren. Pimpinan pondok
pesantren dan pimpinan daerah kurang memberikan teladan yang baik
dalam praktik merokok. Kondisi demikian mempengaruhi perilaku
perokok pemula yang memulai merokok karena pengaruh lingkungan
sekitar, Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan keteladanan dari
pimpinan daerah, pemimpin pondok pesantren serta lingkungan sekitar
perokok pemula untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok sesuai dengan

perda KTR.

. Aspek struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi

birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan KTR di
Kota Pekalongan. Indikator aspek struktur birokrasi yang penting dari
setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar
operating procedure atau SOP) dan Struktur Organisasi. SOP yang
dijalankan dalam implementasi KTR disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing pelaksana. SOP KTR di pondok pesantren disesuaikan
dengan peraturan internal pondok pesantren, yaitu dengan mengeluarkan

larangan merokok bagi santri dan pemberian hukuman / takzir bagi
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pelanggarnya. Sedangkan untuk struktur organisasinya disesuaika;n dengan
struktur organisasi pondok pesantren.

Sedangkan SOP dan Struktur Organisasi yang terkait dengan perokok
pemula di Kota Pekalongan, belum ada regulasi khusus yang mengatur
mengenai hal tersebut. Regulasi yang diterapkan pada perokok pemula

sama dengan yang diterapkan pada masyarakat umum.

B. Saran

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai kawasan tanpa rokok dan bahaya

rokok langsung kepada santri pondok pesantren dan anak/remaja pada
umumnya melalui penyuluhan langsung dan pemanfaatan media sosial
sebagai sarana meningkatkan pengetahuan anak/remaja sehingga

diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku perokok pemula.

. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan lembaga, dalam hal ini

pimpinan pondok pesantren sebagai upaya umpan balik atas informasi
yang telah disampaikan mengenai ketentuan pelaksanaan kawasan tanpa

rokok di lembaga pendidikan/area proses belajar mengajar.

. Membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang menangani perokok pemula

di tingkat kota yang ditindaklanjuti di tingkat pondok pesantren.

. Menyediakan anggaran khusus untuk kegiatan yang berhubungan dengan

perokok pemula, mulai dari sosialisasi, pembinaan, pengawasan sampai

dengan penindakan terhadap perokok pemula.

. Meningkatkan komitmen pimpinan daerah dan pimpinan pondok pesantren

dalam mendukung implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok agar
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pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Kota Pekalongan efektif dalam
mengatasi permasalahan perokok pemula.

6. Perlunya regulasi khusus yang mengatur perokok pemula agar
implementasi kawasan tanpa rokok yang diterapkan kepada perokok
pemula efektif dan efisien.

7. Perlunya penelitian mendalam tentang perilaku perokok pemula di pondok
pesantren yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan dalam rangka
mencegah perilaku pemula sehingga kebijakan yang ditetapkan tepat

sasararn.
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LAMPIRAN 1. PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19
TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BABI
! KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

D a. Daerah adalah Kota Pekalongan.

| b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

d.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan

i ekonomi.

! e. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk

| lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica,

dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan
atau tanpa bahan tambahan.

! f. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.

: g. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok

! dari rokoknya yang sedang dibakar.

i h. Perokok Pasif adalah setiap orang yang tidak secara langsung atau terpaksa

| menghisap asap rokok dari perokok aktif.

i. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang
untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan rokok.

j. Asap Rokok Orang Lain, yang untuk selanjutnya disingkat AROL adalah asap
yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang
biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh Perokok.

! k. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab,

i dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalm Peraturan Daerah
ini.

1. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
sosial politik, atau organisasi sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha
Tetap, serta Bentuk badan lainnya.
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BAB I
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

1. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelengaraan Kawasan
Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga
masyarakat;

2. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan
kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan
kelestarian lingkungan;

3. kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat
bagi setiap warga negara;

4. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan
dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen
terkait;

5. keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai
aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya.

6. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan
tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu
generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan
pencegahan terhadap perokok pemula;

7. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan
aktif dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun
tidak langsung;

8. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus
mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara, baik lintas
generasi maupun lintas gender;

9. transparasi dan akuntabilitasi, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat
dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa
Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :
1. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau
perokok pasif;;
2. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
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melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik
langsung maupun tidak langsung;

menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

mencegah perokok pemula.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Perorangan

Pasal 4
Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap
rokok.
Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap
rokok bagi kesehatan.
Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 5
Setiap orang wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai
Kawasan Tanpa Rokok.
Setiap orang, lembaga dan/atau badan wajib tidak memproduksi, menjual,
mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di tempat atau area yang
dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Lembaga dan/atau Badan
Pasal 6

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai
Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di tempat dan/atau lokasi
yang menjadi tanggung jawabnya melalui tanda-tanda atau media yang mudah
dimengerti.
Pimpinan Lembaga dan/atau badan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai
Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau
pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di tempat dan/atau
lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Pimpinan Lembaga dan/atau Badan berhak untuk:
a) melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi

tanggungjawabnya; '
b) memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu

masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca

dan/atau didengar.
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4, Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada tempat umum dan tempat kerja yang
telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat

‘ khusus merokok. :

N 5. Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda
dilarang merokok diatur dengan Peraturan Walikota.

‘ BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

1. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
2. Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. fasilitas pelayanan kesehatan;

. b. tempat proses belajar mengajar;

! c. tempat anak bermain;

f d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja;
g. tempat umum; dan

. h. tempat lain yang ditetapkan.

5 Bagian Kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 8

b 1. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf

X a adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

: upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif
yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat
atau gedung sampai batas terluar area fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 9
1. Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf b adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar,
pendidikan dan/atau pelatihan.
2. Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat atau gedung sampai batas terluar area proses belajar mengajar.
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Bagian Ketiga
Tempat Anak Bermain
Pasal 10
1. Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf ¢
adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain
anak-anak.
2. Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau
gedung sampai batas terluar area bermain anak-anak.
Bagian Keempat
Tempat Ibadah
Pasal 11
1. Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah
bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus
dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara
permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
2. Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung
sampai batas terluar area tempat ibadah.

Bagian Kelima
Angkutan Umum
Pasal 12
1. Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e adalah
alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara
dengan dipungut biaya.
2. Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di dalam
angkutan umum.

Bagian Keenam
Tempat Kerja
Pasal 13
1. Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f adalah tiap
ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga
kerja bekerja, dan yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha
dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
2. Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruangan atau lapangan
sampai batas terluar area tempat kerja.

Bagian Ketujuh
Tempat Umum
Pasal 14
1. Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g adalah
semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat
yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola
oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43259.pdf

2. Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tempat atau gedung
sampai batas terluar area tempat umum.

Bagian Kedelapan
| Tempat Lainnya yang ditetapkan
Pasal 15

1. Tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf h adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk
kegiatan masyarakat.

2. Penetapan tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 16
Ketentuan mengenai penetapan tempat-tempat Kawasan Tanpa Rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BABYV
PEMBINAAN

Pasal 17
1. Walikota melakukan pembinaan umum atas :
a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
b.koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan
pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup
sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
d.merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari
‘ AROL.
Pasal 18
' 1. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau
badan untuk mengefektifkan Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung
jawabnya agar bebas dari asap rokok.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. sosialisasi dan koordinasi;
b. pemberian pedoman;
¢. konsultasi;
d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
e. pemberian penghargaan.

Pasal 19
1. Walikota membentuk tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
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Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang
maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan
Daerah.

Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih
dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga
dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim
berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.

: BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

. Walikota membentuk tim untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian

Kawasan Tanpa Rokok.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan tim pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 21
Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan dalam
terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan
tempat tinggalnya.

Pasal 22
Peran Masyarakat dapat dilakukan secara:
perorangan;
kelompok;
badan hukum;
badan usaha;
lembaga; dan
organisasi.
Pasal 23
Peran masyarakat diarahkan untuk:
menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar
terlindungi dari AROL.
ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi
terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.
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Pasal 24
Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan

pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta
penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
mengingatkan perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
jika terjadi pelanggaran;
melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 25
Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi
yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan
Tanpa Rokok.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi
Pasal 26

. Setiap orang, lembaga, dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi
administrasi.
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran
b. pembekuan; dan/atau
¢. pencabutan izin;
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan
Walikota.
Bagian Kedua
Ketentuan Pidana
Pasal 27

. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

dikenakan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
untuk setiap kali pelanggaran.

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat
(1) ayat (2), dikenakan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi
lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5. Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibayarkan
langsung ke Rekening Kas daerah setelah mendapatkan penetapan dari
Pengadilan.

BAB IX
SANKSI SEBAGAT APARAT

Pasal 28
Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 29

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

2. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atas saksi;

. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak
pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada
Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada
dibawah koordinasi penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

oo o
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30
1. Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana
dimaksud dalm Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, Walikota melaksanakan
pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh tim.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 31
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 5.A Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pekalongan
(Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 5.A) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini,
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah
ini.

Pasal 33
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM BAGI SUBYEK PENELITIAIN
(DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN) TENTANG
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SESUAI
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMER 19 TAHUN 2012
PADA PEROKOK PEMULA
Dalam penelitian ini, pedoman wawancara mendalam berisi pertanyaan terbuka
yang menghasilkan jawaban yang mendalam daripada subyek penelitian. Dalam
hal ini subyek penelitian Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai pemeran
penting dalam implementasi kebijakan KTR tersebut. Adapun poin-poin pedoman
wawancara mendalam kepada subyek penelitian Dinas Kesehatan Kota
Pekalongan menitikberatkan pada 4 variabel implementasi menurut Edward 111

yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapim panduan

wawancara mendalam sebagai berikut :

A. Komunikasi

1. Perda KTR merupakan regﬁlasi yang b.erdampak pada inasyarakat umum.
Berkaitan dengan hal tersebut maka penanganannya juga tidak dapat
dilepaskan dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dalam impleﬁtasi
Perda KXTR, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan komunikasi
dengan cara seperti apa? Bagaimana dengan ke perokok pemula atau
pondok pesantren?

2. Bagaimanakah transmisi, atau penyaluran komunikasi Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan dalam implementasi kebijakan KTR di Kota
Pekalongan? Bagaimana dengan ke perokok pemula atau pondok

pesantren?
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Bagaimanakah cara memberikan kejelasan informasi tentang KTR yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan agar informasi KTR
jelas dan tidak membingungkan? Bagaimana dengan ke perokok pemula
atau pondok pesantren?

Apakah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Konsisten dalam memberikan
informasi tentang KTR untuk dapat diterapkan dan dijalankan di Kota
Pekalongan? Dengan cara seperti apa? Bagaimana dengan kepada perokok

pemula atau pondok pesantren?

B. Ketersediaan sumberdaya (resources)

1.

Dalam implementasi program KTR di Kota Pekalongan, menurut anda
apakah sumberdaya manusia yang ada memiliki kompentensi sebagai
implementor kebijakan tersebut? Mengapa demikian? Bagaimana dengan
kepada perokok pemula atau pondok pesantren?

Kuantitas sumber daya penegak perda KTR apakah telah memenuhi
jumlah yang ideal? Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada

perokok pemula atau pondok pesantren?

. Bagaimanakah keahlian dari para pelaksana kebijakan KTR di Kota

Pekalongan menurut anda?, informasi yang relevan,

Sumberdaya finansial dalam hal ini adalah pendanaan dalam kebijakan
KTR apakah sudah sesuai harapan yang dibutuhkan oleh program?
Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau

pondok pesantren?
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5. Apakah anda memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana
program KTR dilakukan? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

6. Bagaimanakah sumber daya informasi dalam implementasi kebijakan
KTR? Apakah sudah memberikan dukungan atau penguatan terhadap
keberhasilan perda? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren? |

7. Bagaimanakah menurut anda sarana dan prasarana dalam menjalankan
perda KTR di Kota Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok
pemula atau pondok pesantren?

C. Disposisi dalam pelaksana program KTR

1. Disposisi dalam penelitian ini adalah variabel yang berkenaan dengan
sikap dan komitment dari pelaksana program (dispositiony KTR
(Pemerintah Kota Pekalongan) yang berhubungan dengan kesediaan dari
para implementor untuk menyelesaikan kebijakan KTR. Indikator
disposisi adalali watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Bagaimanakah
komitmen nyata anda pada perda KTR sebagai bagian dari perda KTR di
Kota Pekalongan ini? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

2. Bagaimanakah kejujuran yang anda sampaikan tentang perda KTR di Kota
Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau pondok

pesantren?
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| 3. Apakah perda KTR yang telah ada memiliki sisi demokratis bagi perokok

dan bukan perokok? Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada
perokok pemula atau pondok pesantren?
D. Struktur Birokrasi

1. Dilihat dari aspek struktur birokrasi implementasi kebijakan KTR di Kota
Pekalongan yang dilaksanakan apakah sudah tepat? Mengapa demikian?
Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau pondok pesantren?

2. Bagaimanakah prosedur operasi yang standar (standar operating
procedure atau SOP) dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kota
Pekalongan dalam menjalankan perda KTR? Bagaimana dengan kepada
perokok pemula atau pondok pesantren?

f‘ E. Perokok Pemuia

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap fenomena perokok pemula di Kota
Pekalongan yang masih tinggi terkait dengan tujuan Perda KTR yaitu
menurunkan atau mencegah perokok pemula?

2. Apakah ada regulasi khusus yang mengatur mengenai perokok pemula?

, .

; 3. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk menurunkan

jumlah perokok pemula tersebut terkait dengan kebijakan yang ada?
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM BAGI SUBYEK PENELITIAIN
(SATPOL PP KOTA PEKALONGAN) TENTANG IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SESUAI PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMER 19 TAHUN 2012 PADA
PEROKOK PEMULA
Dalam penelitian ini, pedoman wawancara mendalam berisi pertanyaan terbuka
yang menghasilkan jawaban yang mendalam daripada subyek penelitian. Dalam
hal ini subyek penelitian Satpol PP Kota Pekalongan sebagai pemeran penting
dalam implementasi kebijakan KTR tersebut. Adapun poin-poin pedoman
wawancara mendalam kepada subyek penelitian Satpol PP Kota Pekalongan
menitikberatkan pada 4 variabel implementasi menurut Edward III yaitu

komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapun panduan

wawancara mendalam sebagai berikut :

A. Komunikasi

1. Perda KTR merupakan regulasi yang berdampak pada masyarakat umum.
Berkaitan dengan hal tersebut maka penanganannya juga tidak dapat
dilepaskan dari Satpol PP Kota Pekalongan. Dalam implentasi Perda KTR,
Satpol PP Kota Pekalongan melakukan komunikasi dengan cara seperti
apa? Bagaimana dengan ke perokok pemula atau pondok pesantren?

2. Bagaimanakah transmisi, atau penyaluran komunikasi Satpol PP Kota
Pekalongan dalam implementasi kebijakan KTR di Kota Pekalongan?
Bagaimana dengan ke perokok pemula atau pondok pesantren?

3. Bagaimanakah cara memberikan kejelasan informasi tentang KTR yang

dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekalongan agar informasi KTR jelas dan
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tidak membingungkan? Bagaimana dengan ke perokok pemula atau
pondok pesantren?

Apakah Satpol PP Kota Pekalongan Konsisten dalam memberikan
informasi tentang KTR untuk dapat diterapkan dan dijalankan di Kota
Pekalongan? Dengan cara seperti apa? Bagaimana dengan kepada perokok

pemula atau pondok pesantren?

B. Ketersediaan sumberdaya (resources)

1.

b

Dalam implementasi program KTR di Kota Pekalongan, menurut anda
apakah sumberdaya manusia yang ada memiliki kompentensi sebagai
implementor kebijakan tersebut? Mengapa demikian? Bagaimana dengan
kepada perokok pemula atau pondok pesantren?

Kuantitas sumber daya penegak perda KTR apakah telah memenuhi
jumlah yang ideal? Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada
perokok pemula atau pondok pesantren?

Bagaimanakah keahlian dari para pélaksana kebijakan KTR di Kota
Pekalongan menurut anda?, informasi yang relevan,

Sumberdaya finansial dalam hal ini adalah pendanaan dalam kebijakan
KTR apakah sudah sesuai harapan yang dibutuhkan oleh program?
Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

Apakah anda memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana
program KTR dilakukan? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau

pondok pesantren?
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Bagaimanakah sumber daya informasi dalam implementasi kebijakan
KTR? Apakah sudah memberikan dukungan atau penguatan terhadap
keberhasilan perda? Bagaimana dengan kepada perokok pemuia atau
pondok pesantren?

Bagaimanakah menurut anda sarana dan prasarana dalam menjalankan
perda KTR di Kota Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok

pemula atau pondok pesantren?

C. Disposisi dalam pelaksana program KTR

1.

Disposisi dalam penelitian ini adalah variabel yang berkenaan dengan
sikap dan komitment dari pelaksana program (disposition) KTR
(Pemerintah Kota Pekalongan) yang berhubungan dengan kesediaén dari
para implementor untuk menyelesaikan kebijakan KTR. Indikator
disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,-
seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Bagaimanakah
komitmen nyata anda pada perda KTR sebagai bagian dari perda KTR di
Kota Pekalongan ini? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

Bagaimanakah kejujuran yang anda sampaikan tentang perda KTR di Kota
Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau pondok

pesantren?

. Apakah perda KTR yang telah ada memiliki sisi demokratis bagi perokok

dan bukan perokok? Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada

perokok pemula atau pondok pesantren?
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D. Struktur Biroksrasi

1. Dilihat dari aspek struktur birokrasi implementasi kebijakan KTR di Kota
Pekalongan yang dilaksanakan apakah sudah tepat? Mengapa demikian?
Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau pondok pesantren?
| 2. Bagaimanakah prosedur operasi yang standar (standar operating

procedure atau SOP) dalam hal ini adalah Satpol PP Kota Pekalongan

dalam menjalankan perda KTR? Bagaimana dengan kepada perokok

pemula atau pondok pesantren?

| E. Perokok Pemula

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap fenomena perckok pemula di Kota
Pekalongan yang masih tinggi terkait dengan tujuan Perda KTR yaitu

| menurunkan atau mencegah perokok pemula?

2. Apakah ada regulasi khusus yang mengatur mengenai perokok pemula?

3. Bagaimana upaya Satpol PP Kota Pekalongan untuk menurunkan jumlah

perokok pemula tersebut terkait dengan kebijakan yang ada?
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM BAGI SUBYEK PENELITIAIN
(DPRD KOTA PEKALONGAN) TENTANG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SESUAI PERATURAN DAERAH KOTA

PEKALONGAN NOMER 19 TAHUN 2012 PADA PEROKOK PEMULA

Dalam penelitian ini, pedoman wawancara mendalam berisi pertanyaan terbuka

yang menghasilkan jawaban yang mendalam daripada subyek penelitian. Dalam
hal ini subyek penelitian DPRD Kota Pekalongan sebagai pemeran penting dalam
implementasi kebijakan KTR tersebut. Adapun poin-poin pedoman wawancara
mendalam kepada subyek penelitian DPRD Kota Pekalongan menitikberatkan
pada 4 variabel. implementasi menurut Edward III yaitu komunikasi, disposisi,
sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapun panduan wawancara mendalam

sebagai berikut :

A. Komunikasi

1. Perda KTR merupakan regulasi yang berdampak pada masyarakat umum.
Berkaitaﬁ dengan hal tersebut maka penanganannya juga tidak dapat
dilepaskan dari DPRD Kota Pekalongan. Dalam implentasi Perda KTR,
DPRD Kota Pekalongan melakukan komunikasi dengan cara seperti apa?
Bagaimana dengan ke perokok pemula atau pondok pesantren?

2. Bagaimanakah transmisi, atau penyaluran komunikasi DPRD Kofta
Pekalongan dalam implementasi kebijakan KTR di Kota Pekalongan?
Bagaimana dengan ke perokok pemula atau pondok pesantren?

3. Bagaimanakah cara memberikan kejelasan informasi tentang KTR yang

dilakukan oleh DPRD Kota Pekalongan agar informasi KTR jelas dan
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tidak membingungkan? Bagaimana dengan ke perokok pemula atau
pondok pesantren?

4. Apakah DPRD Kota Pekalongan Konsisten dalam memberikan informasi
tentang KTR untuk dapat diterapkan dan dijalankan di Kota Pekalongan?
Dengan cara seperti apa? Bagaimana dengan kepada perckok pemula atau
pondok pesantren?

B. Ketersediaan sumberdaya (resources)

1. Dalam implementasi program KTR di Kota Pekalongan, menuruf andz;
apakah sumberdaya manusia yang ada memiliki kompentensi sebagai
implementor kebijakan tersebut? Mengapa demikian? Bagaimana dengan
kepada perokok pemula atau pondok pesantren?

2. Kuantitas sumber daya penegak perda KTR apakah telah memenuhi
jomlah yang ideal? Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada
perokok pemula atau pondok pesantren?

3. Bagaimanakah keahlian dari para pelaksana kebijakan KTR di Kota
Pekalongan menurut anda?, informasi yang relevan,

4, Sumberdaya finansial dalam hal ini adalah pendanaan dalam kebijakan
KTR apakah sudah sesuai harapan yang dibutuhkan oleh program?
Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

5. Apakah anda memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana
program KTR dilakukan? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau

pondok pesantren?
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6. Bagaimanakah sumber daya informasi dalam implementasi kebijakan

KTR? Apakah sudah memberikan dukungan atau penguatan terhadap
keberhasilan perda? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

Bagaimanakah menurut anda sarana dan prasarana dalam menjalankan
perda KTR di Kota Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok

pemula atau pondok pesantren?

C. Disposisi dalam pelaksana program KTR

1.

Disposisi dalam penelitian ini adalah variabel yang berkenaan dengan
sikap dan komitment dari pelaksana program (disposition) KTR
(Pemerintah Kota Pekalongan) yang berhubungan dengan kesediaan dari
para implementor untuk menyelesaikan kebijakan KTR. Indikator
disposisi adalah watak dan karakteris-tik yang dimiliki oleh implementor,
seperti komitmen, kejujurap dan sifat demokratis. . Bagaimanakah
komitmen nyata anda pada perda KTR sebagai bagian dari perda KTR di
Kota Pekalongan ini? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

Bagaimanakah kejujuran yang anda sampaikan tentang perda KTR di Kota
Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau pondok
pesantren?

Apakah perda KTR yang telah ada memiliki sisi demokratis bagi perokok
dan bukan perokok? Meﬁgapa demikian? Bagaimana dengan kepada

perokok pemula atau pondok pesanfren?
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| N D. Struktur Birokrasi
1. Dilihat dari aspek struktur birokrasi implementasi kebijakan KTR di Kota
Pekalongan yang dilaksanakan apakah sudah tepat? Mengapa demikian?
Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau pondok pesantren?
| 2. Bagaimanakah prosedur operasi yang standar (standar operating
, procedure atau SOP) dalam hallini adalah DPRD Kota Pekalongan dalam
menjalankan perda KTR? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?
E. Perokok Pemuia
1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap fenomena perokok pemula di Kota
Pekalongan yang masih tinggi terkait dengan tujuan Perda KTR yaitu
menurunkan atau mencegah perokok pemula?
2. Apakah ada regulasi khusus yarig mengatur mengenai perokok pemula?
3. Bagaimana upaya DPRD tha Pekalongan untuk menurunkan jumlah

perokok pemula tersebut terkait dengan kebijakan yang ada?
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM BAGI SUBYEK PENELITIAIN
(TOKGH MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN) TENTANG
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SESUAI
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMER 19 TAHUN 2012
PADA PERGKOK PEMULA
Dalam penelitian ini, pedoman wawancara mendalam berisi pertanyaan terbuka
yang menghasilkan jawaban yang mendalam daripada subyek penelitian. Dalam
hal ini subyek penelitian Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan sebagai pemeran
penting dalam implementasi kebijakan KTR tersebut. Adapun poin-poin pedoman
wawancara mendalam kepada subyek penelitian Tokoh Masyarakat Kota
Pekalongan menitikberatkan pada 1 variabel implementasi menurut Edward III
yaitu komunikasi. Tapi tidak menutup kemungkinan melihat variabel disposisi,

sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapun panduan wawancara mendalam

sebagai berikut :

A. Kemunikasi

1. Perda KTR merupakan regulasi yang berdampak pada maéyarakat umum.
Berkaitan dengan hal tersebut maka penanganannya juga tidak dapat
dilepaskan dari Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan. Dalam implentasi
Perda KTR, Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan melakukan komunikasi
dengan cara seperti apa? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

2. Bagaimanakah transmisi, atau penyaluran komunikasi Tokoh Masyarakat
Kota Pekalongan dalam implementasi kebijakan KTR di Kota
Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau pondok

pesantren?
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3. Bagaimanakah cara memberikan kejelasan informasi tentang KTR yang
dilakukan oleh Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan agar informasi KTR
jelas dan tidak membingungkan? Bagaimana dengan kepada perokok
pemula atau pondok pesantren?

i 4, Apakah Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan Konsisten dalam

memberikan informasi tentang KTR untuk dapat diterapkan dan dijalankan

L di Kota Pekalongan? Dengari cara seperti apa? Bagaimana dengan kepada

perokok pemula atau pondok pesantren?

B. Ketersediaan sumberdaya (resources)

1. Dalam implementasi program KTR di Kota Pekalongan, menurut anda

apakah sumberdaya manusia yang ada memiliki kompentensi sebagai
f implementor kebijakan tersebut? Mengapa demikian? Bagaimana dengan
kepada perokok pemula atau pondok pesantren?

2. Kuantitas sumber daya penegak perda KTR apakah telah memenuhi

jumlah yang ideal? Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada

perokok pemula atau pondok pesantren?

' 3. Bagaimanakah keahlian dari para pelaksana kebijakan KTR di Kota
Pekalongan menurut anda?, informasi yang relevan, Bagaimana dengan
kepada perokok pemula atau pondok pesantren?

4. Sumberdaya finansial dalam hal ini adalah pendanaan dalam kebijakan

; KTR apakah sudah sesuai harapan yang dibutuhkan oleh program?

Mengapa demikian? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau

pondok pesantren?
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5. Bagaimanakah sumber daya informasi dalam implementasi kebijakan
KTR? Apakah sudah memberikan dukungan atau penguatan terhadap
keberhasilan perda? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?

6. Bagaimanakah menurut anda sarana dan prasarana daiam menjalankan
perda KTR di Kota Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok
pemula atau pondok pesant;'en?

C. Dispeosisi dalam pelaksana program KTR
1. Disposisi dalam penelitian ini adalah variabel yang berkenaan dengan

sikap dan komitment dari pelaksana program (disposition) KTR

, (Pemerintah Kota Pekalongan) yang berhubungan dengan kesediaan dari
para implementor untuk menyelesaikan kebijakan KTR. Indikator

disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran. dan sifat demokratis. Bagaimanakah
komitmen nyata énda pada perda KTR sebagai bagian dari perda KTR di
Kota Pekalongan ini? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau
pondok pesantren?
2. Bagaimanakah kejujuran yang anda sampaikan tentang perda KTR di Kota
Pekalongan? Bagaimana dengan kepada perokok pemula atau pondok
pesantren?

D. Struktur Birokrasi
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E. Perokok Pemula
|. Bagaimana tanggapan Anda terhadap fenomena perokok pemula di Kota
Pekalongan yang masih tinggi terkait dengan tujuan Perda KTR yaitu
menurunkan atau mencegah perokok pemula?
2. Bagaimana upaya Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan untuk menurunkan

jumlah perokok pemula tersebut terkait dengan kebijakan yang ada?
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM BAGI SUBYEK PENELITIAIN
(PENGURUS PONDOK PESANTREN) TENTANG IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SESUAI PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMER 19 TAHUN 2012 PADA
PEROKOK PEMULA
Dalam penelitian ini, pedoman wawancara mendalam berisi pertanyaan terbuka
yang menghasilkan jawéban yang mendalam daripada subyek penelitian. Dalam
hal ini subyek penelitian Pengurus Pondok Pesantren sebagai pemeran penting
dalam implementasi kebijakan KTR tersebut. Adapun poin-poin pedoman
wawancara mendalam kepada subyek penelitian Pengurus Pondok Pesantren Kota
Pekalongan menitikberatkan pada 4 variabel implementasi menurut Edward III
yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Adapun panduan

| wawancara mendalam sebagai berikut :

1. Apayang Anda ketahui tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

2. Apakah Pondok Pesantren menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

3. Bagaimana penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di pondok
pesantren?

4. Apakah pihak implementor tingkat Kota pernah melakukan komunikasi
kepada pihak pondok pesantren terkait KTR? |

5. Apakah komunikasi yang dilakukan implementor tingkat kota jelas dan
dapat diterima dengan baik oleh pihak pondok pesantren?

6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan kepada perokok pemula terkait

kawasan tanpa rokok? media yang digunakan? apakah rutin dilakukan?

7. Apakah santri dapat menerima informasi mengenai KTR dengan jelas?
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8. Bagaimana sumber daya manusia yang menjalankan KTR di pondok
pesantren? Berapa jumlah dan bagaimana kompetensinya?

9. Apa saja fasilitas yang mendukung KTR di pondok pesantren?

10. Bagaimana anggaran atau dana dalam implementasi KTR di pondok
pesantren?

11. Apakah pengurus pondok pesantren mempunyai kewenangan dalam
implementasi KTR di pondok pesantren?

12. Bagaimana komitmen pengurus dan pengasuh pondok pesantren terkait
implementasi KTR di pondok pesantren?

13. Bagaimana sikap dan kejujuran pengurus dan pengasuh pondok pesantren
terkait implementasi KTR di pondok pesantren?

14. Bagaimana SOP yang dijalankan di pondok pesantren terkait implementasi
KTR?

15. Bagaimana struktur organisasi _di pondok pesantren terkait implementasi

KTR?
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM BAGI SUBYEK PENELITIATN
(SANTRI PONDOK PESANTREN) TENTANG IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) SESUAI PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMER 19 TAHUN 2012 PADA
PEROKOK PEMULA
Dalam penelitian ini, pedoman wawancara mendalam berisi pertanyaan terbuka
yang menghasilkan jawaban yang mendalam daripada subyek penelitian. Dalam
hal ini subyek penelitian Santri Pondok Pesantren sebagai pemeran penting dalam
implementasi kebijakan KTR tersebut. Adapun poin-poin pedoman wawancara
mendalam kepada subyek penelitian Santri Pondok Pesantren Kota Pekalongan
menitikberatkan pada 4 variabel implementasi menurut Edward III yaitu
komunikasi, disposisi, sumber daya, struktur birokrasi, serta pengetahuan sikap
dan perilaku santri terhadap rokok. Adapun panduan wawancara mendalam

sebagai berikut :

1. Apa yang Anda ketahui tentang Kawas;m Tanpa Rokok. (Kﬁ)?

2. Apakah Pondok Pesantren mengrapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

3. Bagaimana penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di pondok.
pesantren?

4. Apakah pihak implementor tingkat Ko?a pernah melakukan komunikasi
kepada pihak pondok pesantren terkait KTR?

5. Apakah komunikasi yang dilakukan implementor tingkat kota jelas dan
dapat diterima dengan baik oleh pihak pondok pesantren?

6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh pengurus kepada perokok

pemula terkait kawasan tanpa rokok? media yang digunakan? apakah rutin

dilakukan?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43259.pdf

7. Apakah santri dapat menerima informasi mengenai KTR dengan jelas?

8. Bagaimana sumber daya manusia yang menjalankan KTR di pondok
pesantren? Berapa jumlah dan bagaimana kompetensinya?

9. Apa saja fasilitas yang mendukung KTR di pondok pesantren?

10. Bagaimana anggaran atau dana dalam implementasi KTR di pondok
pesantren?

11. Apakah pengurus pondok pesantren mempunyai kewenangan dalam
implementasi KTR di pondok pesantren?

12. Bagaimana komitmen pengurus dan pengasuh pondok pesantren terkait
implementasi KTR di pondok pesantren?

13. Bagaimana sikap dan kejujuran pengurus dan pengasuh pondok pesantren
terkait implementasi KTR di pondok pesantren?

14. Bagaimana SOP vang dijalankan di pondok pesantren terkait implementasi
KTR?

15. Bégaimana struktur organisasi di pondok pesantren terkait implemeptasi
KTR?

16. Pada usia berapa Anda mulai merokok?

17. Apa alasan Anda menjadi perokok?

18. Siapa yang memperkenalkan rokok untuk pertama kali kepada Anda?

19. Apakah Anda pernah merokok di pondok pesantren?

20. Apakah Anda mengetahui dampak buruk dari rokok?

21.Menurut Anda, apakah kebijakan kawasan tanpa rokok di pondok

pesantren efektif untuk mencegah f)crokok pemula?
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KATEGORI KODE
Komunikasi KOM
Sumber Daya SUM
Disposisi/Sikap Pelaksana DISP
Struktur Birokrasi STRB
Perokok Pemula PEM
Implementasi KTR KTR
Lain-lain LAIN
w = Wawancara
Sn = Subjek/Informan ke-n

Kode Kategori= Sesuai kode kategori yang sudah ditentukan

Nomor Urut = Kutipan langsung sesuai nomor urut dalam data transkip

KATEGORI DATA DAN KODE
Komunikasi Dengan adanya Perda tersebut, Dinas Kesehatan menjadi lebih gencar
(KOM) mengadakan sosialisasi melalui kegiatan yang bermacam macam, seperti

jambore, penyuluhan, kegiatan peringatan hari tanpa tembakau sedunia dan
pembuatan media. Kegiatan sosialisasi dilakukan bekerjasama dengan
AMPAR ke 7 area larangan merokok, yaitu tempat kerja, tempat ibadah,
tempat umum, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat proses belajar
mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan. Sosialisasi tersebut dilakukan
dengan mengundang pihak-pihak yang terkait dengan 7 kawasan tersebut,
pas itu tempatnya di Museum Batik (W/S1/KOM/008-015).

Untuk itu, ada pertemuan nya mb,, ada rakor tim pengawas tingkat kota
dengan tim pembina dilakukan setahun sekali. Pertemuan 6 bulan sekali tim
pengawas. Pertemuan internal di tempat kerja maupun wilayah dilarang
merokok. Juga 3  bulan sekali pertemuan dengan AMPAR
(W/S1/KOM/100-103).

Sejak tahun 2010 sudah dilakukan sosialisasi ke7 area dilarang merokok,
sudah di sekolah sekolah. Di PAUD sudah, SD-SMP-SMA sudah,
Perguruan Tinggi juga sudah. Di fasilitas pelayanan kesehatan sudah
dilaksanakan penuh. Di tempat ibadah, pernah mengundang takmir takmir
masjid untuk diberi sosialisasi mengenai kawasan dilarang merokok.
Didalam angkutan, sudah dilakukan sosialisasi tersebut, mengundang para
sopir angkutan untuk diberi sosialisasi dengan cara mengumpulkan para
sopir di daerah sorogenen dan poncol. Itu angkot nya di cegat pada saat
jalan, dikumpulkan selama 5 menit untuk diberi pengarahan terkait dilarang
merokok didalam aangkot. Jadi kalo orang sudah naik menginjakkan kaki di
angkot maka sudah dilarang merokok. Nanti kalo sudah keluar silahkan jika
mau merokok. Di stasiun dan terminal juga sudah. Kita mengumpulkan
sopir di terminal Pekalongan memberikan sosialisasi dan menempel stiker
dilarang merokok. Kalo di stasiun dulu digabungkan dengan tempat hotel
hotel. Kepala stasiun bersama kepala hotel d undang untuk diberikan
sosialisasi kawasan tanpa rokok, kemarin kegiatan nya di Hotel Indonesia.
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Untuk pihak hotel diundang 2 orang yaitu HRD nya dan satpam nya, satpam
harapannya untuk bisa menegur bagi ada orang yang merokok. Tapi selain
kegiatan sosialisasi secara langsung, juga dilaksanakan sosialisasi tidak
langsung atau dilakukan pembinaan. Misal jika di tempat kerja ada rekan
yang sedang merokok, maka kita ingatkan dan diberi pengetahuan, itu kan
termasuk juga sosialisasi (W/S1/KOM/107-125)

Belum mba, setahu saya yang mengakses klinik berhenti merokok hanya
orang dewasa saja, (W/S1/KOM/52-53)

Selama ini belum pernah kita agendakan koordinasi dengan pondok
pesantren. ya itu tadi, kalau pondok pesantren paling sosialisasi mba
(W/S1/KOM/162-163)

Sudah sudah, disekolah sudah, pondok pesantren juga sudah
(W/S1/KOM/153)

Kalau komunikasi khusus ke perokok pemula kita sebenarnya tidak ada.
Hanya sosialisasi kepada sekolah-sekolah mba, mulai dari PAUD hingga
ke perguruan tinggi. Ke lembaga-lembaga pendidikan yang terkait dengan
perokok pemula. Ya masih kerjasama dengan Ampar itu. Diharapkan
lembaga-lembaga pendidikan tersebut dapat meneruskan informasi
mengenai KTR kepada siswa siswinya” (W/S1/KOM/145-149)

Menurut saya gak mba.. karena ampar giat melakukan sosialisasi-sosialisasi
kok terkait kawasan tanpa rokok. Sosialisasi dilakukan di spot-spot yang
merupakan area kawasan tanpa rokok. Jadi langsung ke sasaran. Pada saat
sosialisasi kita juga bagi2 leaflet dan brosur, sekaligus pasang stiker
(W/S2/KOM/) '

Pernah,, sosialisasi di lembaga pendidikan. Ya pas survey itu,, terus pas
peringatan hari Tanpa Tembakau. Nah itu sosialisasi, bagi-bagi brosur,
sosialisasi ke masyarakat pas ada kegiatan di Mataram (W/S2/KOM/032-
035)

Kalau Sosialisasi Perda menjadi kewenangan Bagian Hukum Setda Mba,
kita Satpol PP tidak mempunyai kewenangan untuk itu.. jadi selama ini ya
sosialisasi yang kami lakukan hanya pada pelanggar Perda.. setelah terjadi
pelanggaran, baru kita beritahu mengenai kawasan tanpa rokok, juga
tentang bahaya rokok. Sosialisasi ke pelanggar umum seperti tempat ibadah,
angkot. Tapi belum maksimal. Paling hanya di instansi pemerintah, di sidak
ada asbak atau tidak, jika ada di minta untuk dibuang. Kemudian apakah
ada tulisan dilarang merokok dan ada tulisan kawasan tanpa rokok
(W/S3/KOM/035-041)

Iya, komunikasi dilakukan oleh tim-tim pelaksana Perda.. tapi Satpol PP
hanya menunggu undangan dari Dinas Kesehatan sebagai leading sector
Kawasan Tanpa Rokok. Biasanya sebelum dilaksanakan razia itu, ada rapat
koordinasinya, itu yang mengadakan Dinkes. Mengundang Satpol, Dishub,
Kepolisian, Kejaksaan, dan tim yang lain.. disana dibahas apa saja yang
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menjadi tanggung jawab masing-masing dinas dalam razia dan dibahas juga
mengenai sidang di tempat bagi pelanggarnya (W/S2/KOM/044-049)

Komunikasi internal dan eksternal. Internal dilakukan antar anggota Fraksi
yang duduk dalam Pansus dengan menginformasikan perkembangan
pembahasan. Eksternal dilakukan melalui publik hearing dengan
mengundang elemen masyarakat dan stake holder yang terkait dengan
penerapan KTR (W/S4/KOM/005-008)

Penyaluran komunikasi berupa policy DPRD melalui pelaksanaan fungsi
DPRD, terutama fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda KTR
(W/S4/KOM/011-012)

DPRD memberikan informasi mengenai KTR melalui forum-forum yang
diselenggarakan DPRD secara kelembagaan seperti sosialisasi peraturan
perundangan, maupun individual seperti kegiatan reses dalam menampung
aspirasi (W/S4/KOM/015-017)

DPRD secara konsisten melakukan fungsi pengawasan perda termasuk
memberikan informasi materi dan substansi yang diatur dalam perda
(W/S4/KOM/021-022)

Tapi walaupun dilarang bagi siswa dan santri yang aktif di sekolah baik di
SMK, Aliyah, dan MTs nya, nanti ada sedikit istilahnya keringanan bagi
mereka yang purna SMK maupun Aliyah, yang masih kepingin di Pondok
misalnya kita rekrut untuk menjadi pengurus, membantu kita mengurusi
temen-temen yang lain. Ifu misal yang mau merokok silahkan tapi dengan
catatan tidak dilingkungan umum atau di depan santri. Jadi nanti kamar
pengurus ada sendiri, nah bagi pengurus-pengurus yang pengen merokok
ataupun perokok aktif itu silahkan merokok didalam ruangan
(W/S5/KOM/008-015)

Kalo dari kita sudah pernah ikut sosialisasi seminar, memang setahu saya
juga kalo dari Pemkot itu memang ada perda nya ya mbak untuk kawasan
bebas rokok dan sebagainya (W/S5/KOM/051-052)

ada,, ada peraturannya istilahnya drafnya, itu ada tertulis larangan merokok.
Selain itu,dipasang tanda-tanda dilarang merokok di lingkungan pesantren,
baik berupa stiker maupun banner (W/S5/KOM/073-075)

Peraturan dilarang merokok itu langsung dari pengasuh (W/S5/KOM/071)

Jadi, saat mendaftar ke pondok pesantren itu langsung kita berikan tata
tertib yang berlaku di pondok pesantren mba termasuk larangan merokok
bagi santri di lingkungan pesantren. Santri dan orang tua mengetahui
peraturan itu, dan biasanya wali santri sangat mendukung peraturan
larangan merokok mba biar anaknya diawasi di pesantren. Otomatis kalau
santri itu mau mondok disini harus menaati aturan itu (W/S5/KOM/078-
082)
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Ya biasa kan pasti anak ada yang suka merokok, terus dianya merokok,
terus pak yai nya tau, dan pak yai sekarang memberi kawasan rokok, ya
kalo merokok di ruangan ini atau daerah sini, terus yang kecil-kecil ada
disini. Batasan merokok nya juga ada, kalo kelas sekolah madin nya itu
kelas dua tsanawi, tapii itu kalo yang pagi kelas Mts itu ga boleh
.(W/S6/KOM/011-015)

ya ada si,, dari puskesmas noyontaan. Sosialisasi di mushola biasanya
kepada santrinya. Sosialisasi tentang bahaya merokok, terus biasanya sama
kebersihan pondok (W/S6/KOM/039-040)

Iya setiap tahun pasti ada (W/S6/KOM/042)

Ya, aturannya dalam bentuk tulisan,,(W/S6/KOM/050)

Sumber

(SUM)

Daya

Kegiatan sosialisasi-sosialisasi itu biasanya yang melaksanakan AMPAR,
dananya dari kita. AMPAR ketuanya Pak Parno itu lho dek. Jadi sangat
membantu sekali AMPAR ini dalam implementasi KTR di Kota
Pekalongan (W/S1/SUM/018-021)

Sejak tahun 2010, sejak ada Perwal KTR itu, Pemerintah Kota Pekalongan
juga membangun Smoking Area di Tempat Kerja dan di tempat umum, total
ada 22 smoking area di Kota Pekalongan. Akan tetapi, dengan
diterbitkannya Peraturan Bersama Antara Menkes dan Mendagri pada tahun
2011 tentang tidak adanya toleransi asap rokok di area merokok. Jadi
smoking area yang sudah terbangun disini tidak memenuhi kriteria. Kriteria
seharusnya itu, ukuran 2x2, tidak ada mebeler, tidak ada atap, jauh dari lalu
lalang orang, di tempat tersembunyi sehingga anak anak tidak bisa melihat,
dan dimungkinkan hanya dia sendiri yang bisa menghisap asap rokoknya.
Bisa membanyangkan bentuknya seperti apa? Hahahaha.... Jadi ya smoking
area kita itu jauh dari kriteria tersebut sehingga tidak tepat sasaran dan
sekarang banyak yang beralih fungsi. Tapi karena aset daerah, tidak bisa
serta merta dibongkar, harus melalui p2d aset yang panjang.. dan sampai
sekarang belum diurus.. hehehe..(W/S1/SUM/023-034)

Di Kota Pekalongan juga sudah ada Klinik Berhenti Merokoknya.. ada di
BKPM Balai Kesehatan Paru Masyarakat, juga di Puskesmas puskesmas..
Setiap KBM (Klinik Berhenti Merokok) difasilitasi dokter, konselor dan
tenaga promkes yang sudah kita diklatkan (W/S1/SUM/034-038)

O.. tentu ada, mulai dari Tim Pembina yang diketuai Walikota Pekalongan,
dan anggotanya seluruh jajaran Forkompinda (forum komunikasi pimpinan
daerah) seperti Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan. Dibawah tim
pembina, ada tim pengawas yang diketuai Sekda dengan anggotanya yaitu
semua jajaran dibawah sekda, semua Kepala OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan, camat, lurah, dll. Selain itu, ada tim penegak
Perda yang diketuai Kepala Satpol PP (W/S1/SUM/055-060)

Misalnya dulu pada saat razia di jatayu, tim yang tergabung dari dinkes,
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satpol, kepolisian, TNI berkumpul berkumpul di museum batik untuk |
mempersiajpkan dan memakai kelengkapan pakaian,seperti topi, sarung
tangan, rompi, ikat lengan, ceklist, dll (W/S1/SUM/063-066)

Iya ada, itu tugas dari pengawas internal. Jadi ada tim pengawas tingkat
kota dan tim pengawas internal. Tim pengawas internal yaitu petugas yang
bekerja di tempat kerja bersangkutan yang melaksanakan pengawasan
kawasan tanpa rokok di tempat kerja tersebut (W/S1/SUM/089-092)

Tim pengawas internal diketuai oleh pimpinan tempat kerja dan dan satpam
tempat kerja sebagai pengawas harian (W/S1/SUM/094-095)

Tim pengawas KTR DARI DINKES 10 Orang. Terdiri dari kepala sebagai
penanggungjawab, sekretaris dinas sebagai ketua, dan Satpam sebagai
pelaksana, serta staf-staf lain yang berkompeten dalam hal kawasan tanpa
rokok (W/S1/SUM/185-187)

Media yang digunakan berupa : MMT, Standing banner untuk semua
tempat kerja/odp kota pkl, Baliho di kali loji, Stiker, Poster, Spot tv, Film,
Siaran radio (rkb dan wali songo), Pacta integritas, PHBS, sosialisasi
bahaya merokok oleh tenaga promkes, Sosialisasi di paud, ponpes,
perguruan tinggi (W/S1/SUM/190-193)

Iya, dari APBD Ke Dinkes. Sedikit mba untuk alokasinya, hanya 100 juta
dalam 1 th. Karena dana yang sedikit, jadi pinter-pinternya kita berinovasi
memadukan dengan kegiatan yang lain (W/S1/SUM/196-198)

Kalo anggotanya AMPAR nya sendiri ada 30 orang. Kalo pas kemarin
peringatan HTTS di mataram itu sekitar ada 15an (W/S2/SUM/088-089)

Kalau yang tertulis di SK hanya Kepala Satpol PP, anggota yang lain
terlibat dalam razia-razia diberikan surat tugas biasanya sekitar 20 orang
(W/S3/SUM/031-032)

Untuk perokok pemula kita tidak ada staf khusus penegak perdanya Mba
karena razia khusus ke perokok pemula juga tidak ada

Satpol PP sebagai tim pelaksana terutama dalam hal penegakan Perda.
Satpol PP bersama tim dari dinas instansi yang lain melakukan sidak di
kawasan tanpa rokok,dan memfasilitasi dilaksanakannya sidang di tempat
bagi pelanggarnya (W/S3/SUM/002-004)

Tidak bisa mba, karena untuk perda kawasan tanpa rokok ini menjadi
kegiatan Dinas Kesehatan dan semua tanggung jawab serta pendanaannya
ada disana, satpol pp tidak bisa setiap saat melakukan tindakan razia atau
sidak., Jadi menunggu ada undangan saja dari Dinas Kesehatan
(W/S3/SUM/059-062)

Untuk perokok pemula kita tidak ada staf khusus penegak perdanya Mba
karena razia khusus ke perokok pemula juga tidak ada (W/S3/SUM/128-
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129)

SDM yang berkompeten mengimplementasikan kebijakan KTR harus
menjadi contoh yang baik, misal tidak merokok atau kalau merokok di
tempat yang telah ditentukan (W/S4/SUM/026-027)

Dalam pemerintah daerah, yang disebut penegak Perda adalah Satpol PP.
Saat ini, penegak perda belum memenuhi jumlah ideal untuk menegakkan
perda secara tertib dan konsekuen, sehingga perlu ditambah penegak Perda
terutama yang terkait dalam menghadapi masyarakat (W/S4/SUM/030-033)

. Para pelaksana kebijakan adalah individu atau badan yang disebutkan harus
- menjalankan dan mematuhi aturan dalam Perda. Para pelaksana kebijakan
| pada umumnya telah memahami dan mengerti mengenai bahaya merokok
o dan penerapan KTR, terutama pada bidang kesehatan (W/S4/SUM/036-039)

Anggaran untuk penerapan kebijakan KTR sebagian besar berpusat pada
. sosialisasi, padahal perlu adanya tempat merokok (smoking area) pada
: tempat KTR terutama tempat umum, yang lebih representative
(W/S4/SUM/042-044)

L DPRD mempunyai kewenangan melalui tugas dan fungsinya sebagai mitra
| Walikota dalam Pemerintahan Daerah, antara lain untuk menyuksekan KTR
(W/S4/SUM/047-048)

Sumber daya informasi berada di tangan OPD yang menangani kesehatan,
yang secara teknis memberikan sosialisasi bahaya merokok sampai
disediakan rehabilitasi bagi perokok (W/S4/SUM/051-053)

Secara umum sarana dan prasarana telah tersedia dalam menjalankan Perda
KTR, mulai smoking area sampai rehabilitasi bagi perokok, namun perlu
ditingkatkan (W/S4/SUM/056-057)

Iya ada, dibelakang. Bentuknya kaya gudang gitu. Ya tapi kan dibawah
pohon juga (W/S6/SUM/022)

Pengurus yang ditugasi mengawasi santri mba, yang menindak santri yang
‘i merokok juga pengurus” (W/S5/SUM/84-85)

; ' Ya intinya diberi lokasi lah. Tidak diruangan. Kalo diruangan kan ntar juga
bahaya (W/S6/SUM/024)

kalo kemarin itu dari keputusan kiyai nya itu, kalo yang boleh merokok itu
yang usia pengurus. Ya yang sudah besar lah, yang aliyah gitu. Tapi ya
merokok nya itu dalam jangkauan, ya di belakang atau di pojok. Di tempat |
tertutup, ga keliatan orang (W/S6/SUM/055-057)

o ya kalo itu iya..ada stiker kawasan tanpa rokok di depan.. kalo diruangan-
ruangan ga ada..(W/S6/SUM/109-110)
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Disposisi

(DISP)

PERDA ini belum berjalan efektif karena belum ada komitmen bersama di
tingkat daerah. Di tingkat pemerintah pusat juga belum ada komitmen.
Belum disahkan dan diikuti nya ratifikasi tentang tembakau sesuai dengan
FCTC (Framework Concention of Tobacco Control) oleh Indonesia.
Padahal Indonesia mengikuti perumusan naskah FCTC, namun belum juga
di tanda tangani, malah Indonesia mendapat teguran. Nabh itu, di pusat sana
masih banyak unsur politik dalam menentukan kebijakan ini. Banyak di
mainkan oleh pengusaha rokok. Padahal pemerintah Indonesia hanya
dibohongi. Pengusaha sangat pandai sekali dalam lobi. Nyatanya produksi
tembakau dalam negeri tidak memenuhi pasokan bahan rokok, perusahaan
harus impor. Karena kualitas tembakau luar negeri bagus, sedangkan
kualitas tembakau dalam negeri kurang bagus. Petani di bodohi dengan
harga tembakau yang murah. Harga rokok di indonesia murah, 15 ribu dpat
satu bungkus, malah bisa beli secara ketengan. Coba di Australia, harga satu
bungkus rokok mencapai 300 ribu. Perusahaan rokok juga mengeluarkan
dana milyaran hanya untuk iklan promosi rokok. Di televisi sudah untung
ada aturan iklan rokok hanya ditayangkan setelah pukul 9 malam, begitu
jam 9 malam langsung muncul banyak iklan rokok yang iklan nya sangat
menarik. Bungkus rokok pun sudah diatur, yang dulu peringatan rokok
bahwa rokok membunuhmu, merusak janin, dll,,, ditulis dengan huruf yang
kecil. Sekarang gambar dan tulisan harus 40% memenuhi bungkus rokok.
Peraturan peringatan pada bungkus rokok harus terdapat gambar dan tulisan
merokok membunuhmu, rokok menganggu kesehatan, jauhkan rokok dari
anak-anak, dll.. perusahaan rokok hanya sedikit membuat bungkus rokok
dengan tulisan jauhkan rokok dari anak-anak. Karena perusahaan rokok
sangat genjar melakukan promosi (W/S1/DISP/151-172)

Seluruh jajaran Dinas Kesehatan sangat komit terhadap berlangsungnya
kawasan tanpa rokok. Kan kita leading sectornya Mba, jadi harus member
contoh yang baik. Di Lingkungan dinas kesehatan, tertera banyak sekali
tanda dan banner kawasan tanpa rokok, tidak terdapat asbak di dalam
ruangan, dan tidak ada staf yang merokok di kawasan tanpa rokok. Batas
kawasan tanpa rokok dinas kesehatan kan dari pintu pagar sampai tembok
belakang ya mba, jadi biasanya staf dinas kesehatan yang mau merokok
pasti keluar pagar.. pada jam-jam tertentu banyak ditemui staf yang
merokok, tetapi di luar pagar, tidak ada yang di dalam kantor
(W/S1/DISP/200-207)

Untuk masalah implementasi tentang perda KTR itu sendiri, ini secara
terbuka lah ya,, saya juga pernah menemui bahwa di sekolahan masih
banyak putung rokok, kaya gitu. Ya beberapalah tidak semuanya. Dan juga,
mohon maaf ya, di Dinkes sendiri juga putung rokok, tapi di bagian
depannya (W/S2/DISP/024-027)

Ga ada,, semua anggota ampar ga ngrokok, Cuma jadi perokok
pasif..(W/S2/DISP/092)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43259.pdf

Motivasi mnya itu dulu diajak dulu, pas ada kegiatan dulu. Karena saya kan
ga merokwk, jadi ya peduli sekali terhadap orang yang ga merokok yang
merasakarn asap rokok. Mulai dari itu, saya aktif di ampar supaya bisa
bermanfaat bagi orang lain dalam hal mencegah asap rokok dihirup oleh
orang yang ga ngrokok. Kalau mau ngrokok ya asepnya dihirup sendiri lah,
jangan dibagi-bagi.. hahaha (W/S2/DISP/094-098)

Kami selaku penegak perda kawasan tanpa rokok, selama ini masih terjaga
komitmennya dengan tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Di
lingkungan kantor satpol pp terpasang stiker dan banner kawasan tanpa
rokok. Kepala Satpol sendiri yang menginstruksikan apabila ada anggota
yang melanggar langsung diberikan sangsi di tempat, biasanya dengan push
up 10 kali (W/S3/DISP/072-076)

Ya sudah seharusnya Mba, karena kita tim penegak Perda harus
memberikan contoh yang baik. Tapi fenomena sekarang ini, kita mendaat
tantangan mba.. saat sidak sering kita jumpai pembelaan dari para pelanggar
yang mengatakan... “halah.. wong pemimpine wae ngrokok sembarangan
kok, opo kawasan tanpa rokok kuwi iseh jalan?” (W/S3/DISP/079-082)

G 1 A mba, kan mba tahu sendiri kalau beliau perokok berat dan bisa
merokok di mana saja.. dan itu menjadi pembelaan para perokok sekarang
ini (W/S3/DISP/084-085)

Komitmen nyata diwujudkan dengan mendukung upaya penegakan perda
baik dari segi anggaran, sosialiasi, pengawasan, forum diskusi sampai
evaluasi permasalahan penegakan perda (W/S4/DISP/065-067)

DPRD berkomitmen mewujudkan dan menegakkan Perda, yang mana Perda
tersebut merupakan produk DPRD juga sehingga mempunyai tanggung
jawab moral dan politis untuk menegakkan Perda (W/S4/DISP/070-072)

Perda KTR memiliki sisi demokratis dan menghormati hak asasi manusia
(perokok dan non perokok) sehingga tidak saling terganggu. Bagi perokok,
disediakan smoking room yang nyaman di tempat-tempat yang dilarang
merokok dan bagi non perokok mendapatkan kenyamanan dan tidak
terganggu oleh perokok (W/S4/DISP/075-078)

Tapi kalo saya pribadi, kalo saya masuk di kawasan-kawasan yang disitu
ada larangan untuk merokok ya disitu saya mencoba menghormati. Kaya di
pondok ini ada ruangan tersendiri untuk pengurus yang merokok. Tidak
boleh disembarang tempat (W/S5/DISP/056-059)

Di kamar pengurusnya. Kan ada kamar pengurusnya sendiri. Jadi mereka
merokok didalam kamar. Istilahnya ga ada ruangan sendiri, itu ruangan
kamar. Jadi kalo merokok sendiri hisap asap sendiri. Jadi biar tidak ada
santri yang melihat. Karena satu mengajarkan pada anak-anak santri untuk
mereka sangatlah tidak etis kalo mereka di usia yang terlalu muda sudah
merokok. Kalo sudah agak besar kita biasaya lewat pancingan, misal yang
sudah besar itu bisa mendapatkan penghasilan itu ketika mau merokok
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silahkan, merokok tapi menggunakan uang sendiri, bukan uang orang tua,
ga minta-minta, dan sudah tau risikonya. Bahkan di bungkus-bungkus rokok
itu kan sudah ada peringatannya (W/S5/DISP/061-069)

Alhamdulillah saya gak ngrokok mba.. ga suka..(W/S6/DISP/067)
ada,,(W/S9/DISP/002)
ya, aturannya dalam bentuk tulisan,,(W/S9/DISP/004)

waktu pertama masuk ada tata tertib berarti? Tata tertib merokok bagi
santriwan dan santriwati?
iya,,(W/S9/DISP/007)

terus itu berlaku sejak kapan? berlaku dilarang merokok itu?

kalo kemarin itu dari keputusan kiyai nya itu, kalo yang boleh merokok itu
yang usia pengurus. Ya yang sudah besar lah, yang aliyah gitu. Tapi ya
merokok nya itu dalam jangkauan, ya di belakang atau di pojok. Di tempat
tertutup, ga keliatan orang (W/S9/DISP/009-011)

berarti dari tahun kemarin itu ?
ya itu dari tahun sebelumnya. Kan biasanya setiap tahun itu aturannya beda-
beda kadang. (W/S9/DISP/013)

itu beda-bedanya gimana ya ?
ya kadang ada yang ga boleh merokok semua..(W/S9/DISP/015)

ow mulai tahun kemarin pak kyai nya o boleh merokok asal yang pengurus?
iya, soalnya kadang yang sudah besar-besar itu yang ngajar masih di pondok
sini. Itu kan solusi bagi yang sudah besar..(W/S9/DISP/017-018)

Struktur
Birokrasi
(STRB)

O.. tentu ada, mulai dari Tim Pembina yang diketuai Walikota Pekalongan,
dan anggotanya seluruh jajaran Forkompinda (forum komunikasi pimpinan
daerah) seperti Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan. Dibawah tim
pembina, ada tim pengawas yang diketuai Sekda dengan anggotanya yaitu
semua jajaran dibawah sekda, semua Kepala OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan, camat, lurah, dll. Selain itu, ada tim penegak
Perda yang diketuai Kepala Satpol PP. Terkait dengan penegakan Perda,
dalam satu tahun kita ada 2 kali jadwal razia di 7 tempat larangan merokok
(W/S1/STRB/055-061)

Disemua kawasan tanpa rokok sudah pernah dilaksanakan razia. Misalnya
dulu pada saat razia di jatayu, tim yang tergabung dari dinkes, satpol,
kepolisian, TNI berkumpul berkumpul di museum batik untuk
mempersiapkan dan memakai kelengkapan pakaian,seperti topi, sarung
tangan, rompi, ikat lengan, ceklist, dll (W/S1/STRB/063-066)

Iya mb, karena nanti pada saat razia razia jika mendapatkan orang sedang
merokok langsung diminta rokoknya, kemudian pada saat razia melihat di
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dalam tenmpat sampah apakah ada putung rokok, jika terdapat putung rokok
maka adar perokok. Nah, petugas juga membawa chek list dll sebagai tanda
pengenal  agar masyarakat mudah mengenali klo itu _petugas
(W/S1/STRB/068-072)

Ya yang dilakukan pada saat razia melaksanakan sesuai 8 indikator razia
kawasan tanpa rokok. Melihat apakah ada orang yang merokok, apakah ada
papan tulisan kawasan tanpa rokok, ada tidak iklan tentang rokok, terus,,
mmm,, apakah ada penjual rokok, apakah ada asbak kalo misal di kantor
atau tempat kerja, apakah ada tulisan dilarang merokok (W/S1/STRB/074-

077)

Selama ini belum ada tindak lanjut dengan memberikan sanksi kepada
pelanggar oleh pembina. Jika ada pelanggaran misalnya di instansi, maka
akan di laporkan oleh dinkes dalam rapat koordinasi bersama sekda,
kemudian membuat laporan dan rekomendasi kepada pembina walikota.
Setelah itu ada tindak lanjut mengenai pelanggaran tersebut dengan
memberikan surat teguran agar pengawasan kawasan tanpa rokok lebih
diitingkatkan (W/S1/STRB/081-086)

Tidak ada mba, razia kita ya secara umum di area kawasan tanpa rokok.
tidak ada yang secara khusus merazia anak sekolah atau remaja yang
merokok di kawasan tanpa rokok, hanya saja kebetulan saja kalau kita razia
ada anak sekolah yang ikut terkena razia (W/S1/STRB/094-096)

Untuk AMPAR sendiri, melakukan survey ke beberapa lokasi dari tingkat
TK, yah lembaga pendidikan ya, kelompok bermain juga.. disana juga
menanyakan masih ditemukan putung rokok apa ga? Stiker itu tertempel
apa ga? (W/S2/STRB/037-039)

iya, dalam bentuk kuesioner untuk kepala lembaga pendidikannya
(W/S2/STRB/046)

Kita kan bekerja sama dengan dinas kesehatan. Jadi itu si dari ibu Puji
sendiri langsung menginstruksikan ke AMPAR, ni tugasnya dari Dinas
Kesehatan untuk yang survey. Petugasnya orang-orang AMPAR. Dari segi
pendanaan ya dari Dinas Kesehatan, kuesioner juga dari Dinas Kesehatan,
Cuma tim pelaksananya dari AMPAR (W/S2/STRB/057-060)

hasil mentahnya kita serahkan ke Dinas Kesehatan, feedback nya belum,
aku nya belum tau. Pokoknya semua data di serahkan ke Dinas Kesehatan.
Kan ada pembagian tugas, atau ada beberapa tim yang terjun, ya beberapa
orang si yang survey. Itu data langsung di kumpulkan ke bu
Puji..(W/S2/STRB/070-073)

Satpol PP sebagai tim pelaksana terutama dalam hal penegakan Perda.
Satpol PP bersama tim dari dinas instansi yang lain melakukan sidak di
kawasan tanpa rokok,dan memfasilitasi dilaksanakannya sidang di tempat
bagi pelanggarnya (W/S3/STRB/002-004)
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Ada dari Dinas Kesehatan, kepolisian, kodim, kejaksaan, dishub. Semua
tergabung dalam tim pelaksana perda kawasan tanpa rokok
(W/S3/STRB/006-007)

Yang menetapkan Walikota.. ada SK nya kok, yang ditandatangani
Walikota (W/S3/STRB/019)

SK nya atas nama pribadi dan instansi karena kalau tidak salah diperbaharui
tiap tahun (W/S3/STRB/021)

Pertama, Walikota sebagai Pelindung, kemudian ada dari Dinas Kesehatan
sebagai leading sector pelaksana, ada dari Dinas Perhubungan, Polres,
Kodim, Dinas Pendidikan.. itu seingat saya (W/S3/STRB/027-129)

Biasanya nanti diberikan surat yang ditujukan ke instansi.. tapi semua yang
membuat Dinas Kesehatan. Saya kurang tau tindak lanjut yang lainnya
karena satpol hanya sebatas melakukan razia saja, untuk tindak lanjut ke
instansi-instansi pelanggar setelah dilaporkan Pak Wali menjadi tanggung
jawab Dinas Kesehatan (W/S3/STRB/053-056)

Karena kami tim penegak perda, maka yang kami tahu yaitu SOP razia
Mba.. saat razia, tim harus menggunakan atribut yang telah ditetapkan,
menjalankan razia sesuai dengan ketentuan dan melakukan sidang di tempat
bagi pelanggarnya (W/S3/STRB/091-093)

Implementasi kebijakan KTR perlu ditingkatkan tidak hanya menjadi
tanggung jawab pimpinan tertinggi, tapi perlu diwujudkan gugus-gugus
tugas masyarakat mengenai pentingnya kebijakan KTR dengan
menggandeng forum pemerintah atau lembaga kesehatan lainnya
(W/S4/STRB/081-084)

Standar operasi di DPRD dengan dilakukan dengan melaksanakan fungsi
DRPD yaitu

Fungsi anggaran: membahas dan menyetujui anggaran untuk menegakkan
Perda, Fungsi pengawasan: melakukan pengawasan pelaksanaan Perda, dan
Fungsi pembentukan Perda: membahas dan menyetujui proses penyusunan
Perda (W/S4/STRB/088-091)

Dari pihak kita selain sosialisasi untuk aturan dan aturan sangsi Kita j Juga
terapkan, Ketahuan kita sangsi (W/S5/STRB/040-041)

Ya dsini tadinya merokok itu ga boleh, tapi sudah berjalannya waktu kan
disini ada yang lebih besar, anaknya sudah besar-besar. Ya biasa kan pasti
anak ada yang suka merokok, terus dianya merokok, terus pak yai nya tau,
dan pak yai sekarang memberi kawasan rokok, ya kalo merokok di ruangan
ini atau daerah sini, terus yang kecil-kecil ada disini. Batasan merokok nya
juga ada, kalo kelas sekolah madin nya itu kelas dua tsanawi, tapii itu kalo
yang pagi kelas Mts itu ga boleh (W/S6/STRB/095-102)

Perokok

Iya jadi benar, bahwa ditujuan akhir yang tertera dalam Perda yaiitu untuk
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Pemula (PEM)

mengurangi jumlah perokok pemula. Pasti mbak nya sudah baca sendiri
Perdanya. Memang bahwa jumlah perokok pemula di kota pekalongan
tinggi, banyak di usia sekolah SD dan SMP. Malah perokok usia 4-9 th
dengan angka 5%. Dulu pernah ada laporan dari bu Sri Wahyuni Assisten,
bahwa pernah melihat di daerah Medono di pinggir jalan sekelompok anak
laki-laki usia SD merokok. Namun, belum ada kebijakan yang langsung
mengarah ke perokok pemula. Butuh kerjasama dengan instansi lain yaitu
Dinas Pendidikan. Namun kendalanya ada pada sulit membuat pernyataan
kepada orang tua untuk mengawasi anak-anak nya di lingkungan rumah
untuk merokok. Di lingkungan sekolah bisa saja guru mengawasi untuk
siswa siswa tidak merokok, tapi ketika sudah pulang? Bagaimana
pengawasannya? Malah kadang orang tua menyuruh anak nya untuk
membelikan rokok di warung. Kebijakan kawasan tanpa rokok di
lingkungan sekolah malah sudah di tegaskan dengan Permendikbud No. 46
Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah (W/S1/PEM/124-
137)

Tidak ada,, (W/S1/PEM/139)

Oh tidak perlu di buat mou kerjasama, karena ini kan Perda, jadi harus
dilaksanakan oleh masing-masing instansi yang tertera dalam perda
(W/S1/PEM/148-149)

Banyak,, anak SMP sudah banyak yang ngrokok mba, miris sekali ya..
(W/S2/PEM/109)

Belum ada yang dilakukan untuk perokok pemula, misal sosialisasi gitu.
Hanya survey saja ke lembaga pendidikannya. Ya menurut saya masih
kurang sosialisasi kepada perokok pemula khususnya pelajar, apalagi yang
perokok itu kan kebanyakan yang orang menengah kebawah, itu masih
kurang sosialisasinya (W/S2/PEM/111-114)

Ya itu mba, perlu sosialisasi langsung ke remaja, anak-anak tentang bahaya
rokok, trus sosialisasi juga ke keluarga dan sekolah-sekolah untuk
mencegah anak itu merokok, dan yang terpenting menurut saya si sosok
teladan, baik di rumah, sekolah, dan di tempat-tempat umum agar tidak
merokok di depan anak-anak. Harga rokok juga dimahalin mba, jadi ga
terjangkau anak-anak (W/S2/PEM/116-120)

Tidak ada dasar tindakan ke perokok pemula. Tujuannya memang ada untuk
menurunkan jumlah perokok pemula, tapi aturan untuk razia ke perokok
pemula tidak ada. Razia hanya untuk anak sekolah yang bolos dan merokok.
Biasanya di tempat tongkrong kita temukan anak sekolah yang bolos, kita
kumpulkan di kantor dan kita kirim surat untuk dipanggil orang tua nya.
Jika ada anak sekolah yang bolos itu merokok juga akan di bina dengan
diberikan pengetahuan tentang rokok. Kalo razia di tempat umum ada anak
nongkrong nongkrong atau tanda kutip yang bukan orang pekalongan, kita
tampung di RPSBM (W/S3/PEM/095-102)

Kalau kita lihat di sekitar kita, memang banyak kita jumpai anak-anak usia
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SD, SMP «lan SMA yang sudah merokok, kebanyakan mereka merokok
karena cob:a-coba dan meniru orang dewasa yang ada di sekitarnya. Agak
sulit mengendalikan perokok pemula ini, diperlukan keteladanan dari orang
tua, juga perlu komitmen dari sekolah-sekolah untuk menanamkan bahaya
merokok sejak dini dan menindak secara tegas bagi anak yang merokok
sehingga menimbulkan efek jera. Tapi ya itu mba, sulit sekali.. berbagai
cara sudah dilakukan, seperti memberikan peringatan di bungkus rokok
tentang bahaya merokok, melarang merokok di lingkungan belajar, dan di
Kota Pekalongan secara tegas ada peraturan larangan reklame rokok, tetapi
ya ternyata masih kurang efektif ya mba..(W/S3/PEM/108-116)

Yang kami lakukan hanya sebatas memberikan sosialisasi kepada anak-anak
sekolah yang kedapatan membolos dan merokok.. kalau secara khusus
tindakan ke perokok pemula belum ada mba.. karena memang belum ada
regulasi secara khusus yang berkaitan dengan penindakan perokok pemula
dan satpol pp juga bukan leading sector untuk perda kawasan tanpa rokok.
Kalau yang larangan reklame rokok itu satpol pp mempunyai kewenangan
penuh, sehingga tiap saat bisa kami pantau dan lakukan razia. Apabila
kedapatan ada reklame rokok di wilayah kota pekalongan, langsung kita
turunkan dan kita berikan sanksi (W/S3/PEM/118-125)

Perokok pemula merupakan masalah serius dalam implementasi kawasan
tanpa rokok (W/S4/PEM/095)

Pada dasarnya regulasi yang digunakan mengenai perokok pemula adalah
sama dengan Perda KTR, namun bagi perokok pemula sosialisasi mengenai
KTR lebih digalakkan sehingga mengetahui batas kewenangan tempat
merokok (W/S4/PEM/097-099)

Mengawasi penegakan perda, ikut mensosialisasikan perda khususnya bagi
remaja, mendukung anggaran untuk penegakan perda, dan menerapkan pola
hidup sehat (W/S4/PEM/102-103)

Kemudian kaitannya dengan materi dari mbak nya yang untuk penelitian
program magister mbak ya, ini untuk yang perokok pemula, di pondok
pesantren kami sendiri merokok adalah sesuatu yang di larang. Tapi
walaupun dilarang bagi siswa dan santri yang aktif di sekolah baik di SMK,
Aliyah, dan MTs nya, nanti ada sedikit istilahnya keringanan bagi mereka
yang purna SMK maupun Aliyah, yang masih kepingin di Pondok misalnya
kita rekrut untuk menjadi pengurus, membantu kita mengurusi temen-temen
yang lain. Itu misal yang mau merokok silahkan tapi dengan catatan tidak
dilingkungan umum atau di depan santri. Jadi nanti kamar pengurus ada
sendiri, nah bagi pengurus-pengurus yang pengen merokok ataupun
perokok aktif itu silahkan merokok didalam ruangan. Ruangan yang telah
disediakan, adapun ruangan untuk santri-santri itu memang kami tidak
perbolehkan. Semisal kok terjadi hal-hal yang tidak patuh dengan aturan
kita, sebagai konsekuensinya ketika kedapetan santri itu merokok baik di
dalam lingkungan pondok maupun diluar lingkungan pondok, nanti akan
dikenai sangsi. Kalo istilah pesantren itu takziran (W/SS/PEM/006-019)
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Kalo santriinya ada, Cuma karena memang disini dilarang kadang ada yang
merokok, k<arena pada saat diluar itu kemungkinan terjadi. Kalo di dalam
pondok sucilah sangat beresiko sekali, karena pada saat mereka melakukan di
lingkungan pondok pasti ketahuan. Tapi kalo diluaran, kalo misal
mendapati santri yang merokok di jalanan atau diwarung ada potensi-
potensi seperti itu (W/S5/PEM/034-038)

Ga terlalu banyak mba.. yang nyuri-nyuri merokok di lingkungan pesantren
ada, tapi tidak banyak, karena biasanya kalau sudah di takzir jadi malu..
apalagi dihadapan santri putri dan pak yai (W/S5/PEM/044-046)

Berarti usia SMP SMA, ya mungkin 14 sampe 18 an lah.. (W/S5/PEM/048)

yaa, malah yang tidak merokok itu lebih sedikit daripada .yang.
merokok,,(W/S6/PEM/031) ’

1 Ya ga boleh, tapi kan kalo istirahat ada diwarung (W/S6/PEM/034)

Kapan ya mba,, pas SD..(W/S8/PEM/011)

Dulu pas MTs (W/S7/PEM/020)

|| Dari kakak, om..karena.pergaulan.(W/S7/PEM/043)

Penasaran, terus jadi kecanduan (W/S7/PEM/045)

Coba-coba,, diajakin temen,, terus jadi ketagihan,,(W/S8/PEM/009)

Apache pas itu mba..(W/S8/REM/013)
Djarum pertama,, itu Mts sampe selesai..(W/S7/PEM/026)

Biasanya siang, sore, malem, pas maen, pas dolanan hp paling. Sehari 4 |
batang (W/S7/PEM/049-050)

Ga mesti mba, tergantung ada uang apa gak.. paling 2 aja si pas habis
makan siang (W/S9/PEM/015)

Ga,, buat mengisi waktu luang pas bareng temen-temen aja mba. Karena |
temen juga ngrokok, nganggur kalo ga ikut ngrokok (W/S8/PEM/02.2-023)

Ya ga boleh ngrokok di kawasan itu mba, apa ya. Biasanya di sekolah
(W/S8/PEM/006)

Ga boleh mba, ada tata tertibnya kok kalau santri tidak boleh ngrokok di
pesantren. Di sekolah juga ga boleh ngrokok (W/S8/PEM/026-027)

Tau,,jadi ga boleh ngrokok di pesantren, mesjid, sekolah, puskesmas gitu
kan mba.. (W/S7/PEM/082)
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Ya kalau pas ngaji dan sekolah ga ngrokok mba,, bisa ketahuan.. jadi
ngrokoknya colong-colongan.. karena diawasi pengurus sii.. kalau ketahuan
ditakzir atau istilahnya dihukum (W/S8/029-030)

Kalo santrinya ada, Cuma karena memang disini dilarang kadang ada yang
merokok, karena pada saat diluar itu kemungkinan terjadi. Kalo di dalam
pondok sudah sangat beresiko sekali, karena pada saat mereka melakukan di
lingkungan pondok pasti ketahuan. Tapi kalo diluaran, kalo misal
mendapati santri yang merokok di jalanan atau diwarung ada potensi-
potensi seperti itu (W/S5/PEM/034-038)

Ga terlalu banyak mba.. yang nyuri-nyuri merokok di lingkungan pesantren
ada, tapi tidak banyak, karena biasanya kalau sudah di takzir jadi malu..
apalagi dihadapan santri putri dan pak yai (W/S5/PEM/044-046)

Pernah ga ya.. lupa mba, Cuma taunya di pondok ga boleh ngrokok, itu
aja..kalau bahaya rokoknya cuma tahu dari bungkus-bungkus rokok itu
(W/S8/PEM/051-052)

Belum tau,, tau nya Cuma peraturan itu aja..(W/S7/PEM/073)

Lain-lain

laam

sudah efektif atau belum di kota pekalongan belum tau sejauh ini. Karena
belum ada survey untuk menilai efektifitas perda KTR ini. Sebenarnya
sudah pernah di buat survey tapi tidak total populasi. Jika melakukan survei
KTR ini seharusnya menggunakan sampel total populasi. Di dalam survey

| tersebut di lihat pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pengetahuannya baik,

apakah tau bahaya rokok, ya tau. Sikap nya baik, apakah setuju dengan
kebijakan KTR ni, ya setuju. Namun untuk perilakunya masih sangat rendah

yang meneliti dari jogja, undip, jika sudah dilakukan survey harapannya di
sini diberi hasil nya seperti apa. Sedangkan riset dari riskesdas, kita kan
tidak tau caranya menentukan sampel, dan bagaimana menentukan lokasi
sampel ny. Jadi di Kota pekalongan perlu dilakukan survey untuk kebijakan
perda ini (W/S1/LAIN/174-184)
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